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ABSTRAK

ONI HERMAWAN. Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka
Peningkatan Pendapatan Adli Daerah Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh
Abdul Mahsyar dan Nurbia Tahir).

Tujuan penelitaian ini untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan pajak
daerah daerah yang mengacu pada faktor (1) keterbukaan, (2) tanggung jawab, (3)
pemanfaatan sumber daya yang memadal, (4) peningkatan efektif dan efisien pada
pengelolaan pagjak daerah di kantor Badan Pendapatan Derah Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian yang digunakan - adalah penelitian kualitatif yang
menggambarkan bagaimana akuntabilitas pengelolaan paak daerah Kabupaten
Enrekang. Penelitian ini menggunakan tipe fenomologi. Teknik pengumpulan data
menggunakan instrumen berupa sumber data observas dan wawancara serta
dokumen-dokumen tertulis.

Secara umum hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan
akuntabilitas pengelolaan pajak dasrah kabupaten Enrekang berjalan efektif.
Beberapa keterangan yang peneliti. dapatakan dari wawancara dengan informan
setidaknya menggambarkan bagamana - pengelolaan paak daerah méiputi,
keterbukaan, tanggung jawab, pemanfatan sumber daya yang memadai, peningkatan
efektif dan efisien telah dilaksanakan denganan cukup bak oleh Bapenda dalam hal
pertanggungjawaban, namun pengelolaanya masih perlu ditingkatkan lagi dalam
pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah secara
terpadu.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Pajak daerah.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Segjak dibentuknya Negara Indonesia yang merupakan negara yang sejak
dulu berusaha untuk terus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan
nasional merupakan rangkaiyan upaya yang berkesinambungan dari semua aspek
kehidupan masyarakat untuk menuju Situasi yang lebih baik. Pembangunan
nasional erat kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi. dimana pertumbuhan
ekonomi yang kuat akan mendorong pembangunan nasional yang lebih maju.
Dengan demikian, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat maka
pemerintah harus berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang
dapat diandalkan.

Otonomi daerah atau asas desentrlisas membawa pengaruh positif bagi
setigp daerah karna lebih leluasa untuk mengatur daerahnya sendiri, untuk
melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan
bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk
menggali sumber-sumber keuangan sendiri  termasuk  berupaya untuk
meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Persopdlan yang timbul pada saat ini  adalah  kurangnya
pertanggungjawaban dan kurangnya transparan pengelolaan pendapatan dan
rincian pengeluaran untuk keperluan pembangunan daerah, dalam arti
keterbukaan informasi kepada publik yang dapat berakibat kurangnya

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah atau Badan Pendapatan



Daerah dalam pelaksanaan program pencapaiyan target pembangunan dan
terhadap realisasi pelaksanaan pengelolaan pagjak daerah sebagai sumber PAD.
Enrekang. Menurut Muh Azis Albar (wartawan TribunEnrekang : 2018)
menyebutkan bahwa pemkab Enrekang gagal mencapai target PAD yaitu 5 milyar
dan yang di targetkan mencapai 12,7 milyar di tahun 2018.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang terus meningkatkan PAD.
Pasalanya, hingga saat ini-pencapaiyan PAD Kabupaten Enrekang baru mencapai
65 persen atau sekitar Rp. 63 miliar. Padahal, target PAD yang dibebankan kepada
Bapenda tahun 2017 adalah 120 milyar. “Per 31 september memang realisasi PAD
kita baru sekitar 65 persen, masih agak jauh dari target,” kata kepala Bapenda
Enrekang, Haleng Lajju kepala Tribun Enrekang.com, Minggu (29/10/2017).

Tetapi persoalan timbul-- pada realisasi  pembangunan infrastruktut
penunjang yang tidak sesuai dengan perolehan target pendapatan pembangunanya
yaitu pembangunan jalan lingkar dalam kota dan bagian Timur Enrekang
sepanjang 119 km yang sampal saat ini belum rampung bahkan banyak yang
tambah rusak karena kurangnya penanganan, pembangunan fasilitas penyediaan
air bersh di 6 wilayah termasuk kawasan duri yang belum rampung, dan
pembangunan atau rehabilitasi jembatan di Kecamatan Alla, Curio, Maiwa,
Cendana, Buntu Batu, Baraka yang masih belum memadai.

Penyelenggaraan pengelolaan di atas menjunjukan belum diterapkannya
pengelolaan pembangunan yang efektif dan efisen dalam ha akuntabilitas

program, dalam hal ini yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang



diterapkan dapat tercapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah
mempertimbangkan aternatif program yang dapat memberikan hasil optimal.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan suatu daerah.
Menurut pasal 10 ayat 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 wewenang
pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan daerah dibutuhkan peningkatan
pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Peningkatan pendayagunaan
potensi daerah membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan memerlukan
sumber daya yang dapat diandalkan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang
Dasar Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas-otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesgahteraan masyarakat melalui - peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saiang daerah, dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk lebih berkrasi mencari
sumber pemerintah daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran
daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa kewenangan
yang luas diberikan kepada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki masiang-masing dan mempunyai kemungkinan untuk
dikembangkan. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maka



oleh karena itu menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi
kebutuhan daerahnya masiang-masiang.

Daam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pemerintah daerah harus mampu
melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien yakni dalam bidang
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perimbangan keuangan
pusat dan daerah telah menempatkan Pajak Daerah menjadi salah satu sumber
penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangankan sesuai
dengan kondisi masiang-masing daerah, sesual’ dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada era otonomi daerah yang resmi mulal diperlakukan sgak tanggal 1
Januari 2001, menghendaki pemerintah daerah meningkatkan efisiens dan
profesionalisme untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui sumber
penerimaan yang dapat membiaya pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan penerimaan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif sumber
penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintah
daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang
berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-
masing daerah.

Kewenangan daerah untuk memperoleh Iebih banyak PAD diberikan hak
untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah dan menggali
sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk

mengelola daerahnya. Salah satunya adalah dari pgjak daerah diharapkan menjadi



salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan
daerah. Dengan demikian, penerimaan pgak daerah diharapkan dapat
memberikan kontibusi posistif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan
pemerataan kesegjahtraan masyarakat.

Termasuk dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dimana salah satu sumber
PAD yang memberikan pemasukan yang sangat besar, sumbernya yaitu dari hasil
paak yang dalam pengaturannya daerah dituntut untuk lebih optimal dalam
pengelolaan pajak khususnya pajak daerah agar penerimaan keuangan daerah
dapat 1ebih meningkat.

Untuk memperlancar proses pertanggung jawaban aparatur pemerintah
sebagal pelaksana yang baik berfungs melayani masyarakat, produktif, bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, tidak taatnya birokrat pemerintahan
terhadap hukum yang banyak menyebapkan diantaranya |emahnya kontrol mental
para penyelenggara pemerintahan dan pejebat serta pelaksana birokrasi dalam
menjalankan tugasnya dengan baik.

Enrekang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.
Banyak potensi daerah yang dapat digali pemerintah daerah. Seiring pesatnya
pertumbuhan penduduk pasti mempengaruhi pembagunan baik sarana maupun
prasarana masyarakat dan semakin luasnya lahan pertanian yang sangat terkenal
sebagal penghasil pertanian yang melimpah. Pemerintah kabupaten Eenrekang
kian giat melakukan perbaikan-perbaikan dalam bentuk fisik maupun non fisik,

salah satunya ialah perbaikan dalam sektor pengelolaan publik kususnya pada



pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah yang dikelola oleh  Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Akuntabilitas pengelolaan Pgjak Daerah merupakan objek penelitian yang
cukup menarik untuk diteliti, karena dengan banyak mempertanggungjawabkan
pajak daerah tersebut adalah salah satu sumber pendapatan daerah terbesar jika
dikelola dengan baik yang nantinya digunakan untuk menyelenggarakan program
pemerintahan diharapkan pgjak daerah akan terus meberikan kontribusi terhadap
PAD dan semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dangan PAD
menunjukan kualitas otonomi' daerah semakin meningkat.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Enrekang tersebut menunjukan
belum tercapainya akuntabilitas pengelolaan, yaitu proses pertanggungjawaban
pengelolaan yang efektif dan efisien dan transparan akan informasi yang
dibutuhkan masyarakat. Maka, menjadi keharusan bagi Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kabupaten Enrekang untuk akuntabel dalam pengelolaan yang akan
memberikan kepuasan untuk masyarakat terhadap kinerja pemerintahanya. Oleh
karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan

Pendapatan Adli Daerah Kabupaten Enrekang

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang dikemukan, pendliti
menemukan berbagai permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian. Adapun

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : bagaimana pertanggungjawaban



pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan adli daerah
Kabupaten Enrekang
C. Tujuan Pendlitian

Sesual dengan rumusan masalah diatas, maka adapun yang menjadi tujuan
penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui pertanggungjawaban Badan Pendapatan
Daerah dalam peneglolaan pgjak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan
asli daerah Kabupaten Enrekang
D. Manfaat Penlitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Hasil penélitian ini diharapkan
dapat memiliki manfaat sebagal berikut :
1.Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan- dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan bidang kaian ilmu administrasi negara khususnya dalam
Akuntabilitas pengelol aan.
2.Kegunaan Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau
evaluas bagi penyelenggara pelayanan terkhusus dalam proses Akuntabilitas
Pengelolaan Pgjak Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Enrekang agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.



BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep, Defenisi dan Teori
1. Konsep Manajemen

Setigp ahli memberikana pandangan yang berbeda tentang batasan
mangjemen, karna itu tidak mudah memberikan arti yang universal yang dapat di
terima semua orang, namun demikian dari pemikiran para ahli tentang defenisi
manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajeman merupakan sebuah proses
tertentu yang menggunakan kemampuat atau keahlian untuk mencari sesuatu
tujuan yang didalam pelaksanaanya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah
dapat pula menonjolkan kekhsan gaya manageriad dalam mendaya gunakan
kemampuan orang. Dengan demikian-ierdapat tiga fokus yang mengartikan
mangjemen taitu:

a. Managjeman sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya
menjadi cikal bakal mangemen sebagai suatu profesi. Manaeman sebagai
suatu ilmu menekankan perhatian kepeda keterampilan dan kemampuan
memanaerial  yang  diklasifikaskan menjadi kemampuan atau
keterampilan teknikal, manusiawi dan konseptual .

b. Mangeman sebagal proses yaitu dengan menentukan langkah yang
sistematis dan terpadu sebagai aktifitas mangjemen.

c. Mangeman sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (style) seseorang
dalam menggunakan atau memberdayakan orrang lain untuk mencapai

tujuan.



Sudjana (2000 : 77) mangemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar
yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan
dalam pelaksanaanya memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan lainya.
Hal tersebut dikarnakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam
organisas dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pengelolaan berasal dari kata managjeman atau administrasi. Hal tersebut
seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2004 : 3) mangeman
diterjemahkan dalam bahasa indonesia manjadi manajeman atau pengelolaan.
Dalam beberapa konteks keduanya mempunyal kesamaan arti, dengan kandungan
makna to control yang artinya mengatur dan mengurus.

Dari beberapa pendapat tentang defenisi yang telah dikemukakan, dapat
dismpulkan bahwa pada dasrnya pengelolaan atau mangeman adalah suatu
proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan,
pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan dumber daya organisasi
baik sumber daya manusia, sarana prasaran sumber anggaran dan sumberdaya
lainya untuk mencapal tujuan organisasl yang telah ditetapkan.

Berikut fungsi-fungsi pokok manajeman berbasis pada Badan Pendapatan
Daerah sebagai berikut :

a. Perencanaan : perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam
pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan manajeman
pada waktu yang akan datang. Perencanaan yang merupakan kumpulan
kebijakan yang secara sistematis disusun dan dirumuskan berdasarkan data

yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai
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pedoman kerja. Dalam perencanaan terkadang makna pemahaman
terhadap apa yang dikerjakan, permasalahan yang dihadapai dan alternatif
pemecahannya serta untuk melaksanakan prioritas kegiatan yang telah
ditentukan secara proposional.

. Pelaksanaan : pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan
rencana manajeman menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan
mangjeman secara efektif dan efisien. Rencana yang disusun manajeman
akan memiliki nilal jika dilaksanaken dengan efektif dan efisien. Dalam
pel aksanaan setiap organisasi harus memiliki kekuatan untuk meyakinkan
semua aspek dari sebuah daerah untuk proses pengelolaan seperti yang
diinginkan akan sulit terealisasi.

Pengawasan : pengawasan merupakan upaya mengamati secara istematis
berkesinambungan, merekam, 'meberi penjelasan, petunjuk,pembinaan,
dan meluruskan berbagai ha yang kurang tepat, serta memperbaiki
kesal ahan.pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan
proses mangeman, perlu dilihat secara komperhensif, terpadu, dan tidak
terbatas pada hal-hal tertentu.

. Pembinaan : pembinaan merupakan ragkaian upaya pengendalian secara
profesional semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya
sehingga rencana untuk mencapai tujuan daat terlaksana secara efektif dan

efisien.
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2. Konsep Akuntabilitas
a. Defenis Akuntabilitas

Suatu ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau
pelayanan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai
yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu
mengakomodasi  kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikan
akuntabilitas didefenisiskan sebagal salah satu. perwujudan sebagal  bentuk
kewagjiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
organisas dalam mencapal tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Secara harafiah, konsep akuntabilitas berasal dari kata yaitu account yang
berarti rekening, laporan, catatan-dan-ability yang artinya kemampuan. Dengan
demikian akuntability dapat diartikan=kemampuan menunjukan laporan atau
catatan yang dapat dipertanggungjawabkan (suharto 2005). Defenisi akuntabilitas
sebagal pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada
mereka yang memberikan mandat.

Defenis akuntabilitas menurut lembaga Administrasi Negara dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembagunan RI (2000:12), Akuntabilitas adalah
kewgjiban para birokrat memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan
menerangkan kerja atau tindakan seseorang/pemeimpin suatu unit organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta
pertanggungjawaban. Ha yang lebih penting lagi menyangkut tentang

Akuntabilitas yaitu menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas
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dan produktifitas. Suatau akuntabilitas tidak abstrak tetapi kongkrit dan harus
ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik
mengenai masal ah apa saja yang harus menjadi pertanggungjawaban.

Mahmudi (2010:23) Akuntabilitas sebagai keharusan yang harus
dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jawaban kepada publik tentang
alasan membenarkan atas penggunaan berbagai macam sumberdaya dan tujuan
dari penggunaan sumber-sumber publik. Di dalamnya mencakup semua hasil yang
di dapat dari publik dan menghasilkan sebuah aspiras uantuk mengetahui
berbagai macam pertanggungjawaban dari semua aspek pemerintahan sebagai
hasil dari pengelolaan yang sumbernya dari masyarakat untuk dijadikan sebagai
pendapatan untuk menjalankan program untuk masyarakat.

Daam perspekif pemerntahan . (sempit), istilah akuntabiltas hanya

dipandang sebagal legalitas tindakan Administrasi. Pegawa publik dan
organisasinya dipandang ‘accountable’ jika mereka secara hukum diminta
men;j el asan tindakanya.
Murdiasmo (2006:3)mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban
mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktifitas dan kegiatan yang menjadai tanggung jawabnya kepada pihak pemberi
amanah yang memiliki hak untuk memeinta pertanggungjawaban tersebut.dalam
mencapal tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelunya, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dengan demikian akuntabilitas birokrasi terkait dengan lembaga eksekutif

pemerintah  yang tugas utamanya  melayani masyarakat  harus
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dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung hasil kerja
birokrass melalui program-program untuk dilaporkan kemasyarakat, dalam
pedoman pelaporan akuntabilitas kinerja instans pemerintah  wagjib
menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakanya kepada pihak yang memiliki hak dan keberwenangan untuk
meminta pertanggungjawaban.

Menurut Behn (2001:4), Akuntabiltas adalah dergjat sejauh mana pemerntahan
menjalnkan (to explain), menjawab (to answer), menjastifikas (to justify),
tindakan-tindakan spesifk atau apa yang telah mereka kerjakan atau gagal mereka
kerjaan(termasuk kesedan menerma konsekuensnya) baik atau jelek. Akuntablitas
menentuak al asan, motifasi dan pentingnya membuat keputusan.

akuntabilitas sebagai suatu Keadaan yang dapat dipertanggungkan,
bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel adalah : dapat
diperhituangkan, dapat menjawab pada atasan, Sebagaimana Seorang manusia
bertanggunagjawab kepada tuhannya atas apa yang telah dilakukan, memiliki
kemampuan untuk dipertanggunggukan secara eksplisit, sesuatu yang bisa
diperhitunggkan atau dipertanggungjawabkan.

Sedangkan George R Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : pengelolaan
sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses
membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan
pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat

menyel esaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
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Pengelolaan atau yang bisa disebut dengan mangemen pada umumnya
sering dikatakan aktivitas-aktivitas dalam organisas berupa perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Sejumlah ahli
memberikan batasan bahwa manaemen merupakan suatu proses, yang diartikan
sebagal usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Pross ini
merupakan suatu serangkaiyan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan
untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Dalam KepMenPAN No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Teknik
Transparansi - dan -Akuntabilites dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
dikatakan bahwa penyelenggaran pelayanan publik  harus  dapat
dipertanggungjawabkan , baik kepada publik maupun kepada atasan / pimpinan
unit pelayanan instansi pemerintah sesuai-dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelayanan public :
1. Akuntabilitas biaya pelayanan publik

a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundan-undangan yang telah ditetapkan.

b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya
pelayanan publik , harus ditangani oleh petugas/pegabat yang ditujuk
berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari Pejabat yang
berwenang.

2. Akuntabilitas produk pelayanan public
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a. Persyaratan teknik dan andministratif harus jelas dan dapat di

pertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk
pelayanan.

Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Produksi pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Untuk memahami lebih akuntabilitas.

ada lima prinsip dalam pel aksananaan akuntabilitas pemerintahan, yaitu:

1

Ada komitmen "dari pimpinan dan seluruh staf. instansi untuk
melakukan pengel olaan pel aksananaan misi agar akuntabel.

Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin pengguna
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
di tetapkan.

Berorientasl pada pencapaian vis dan misi serta hasil dan manfaat
yang diperoleh.

Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebaga katalisator perubahan
mangjemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode

dan teknik pengukuran kinerja dan penyususnn laporan akuntabilitas.

Daam pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kerja instansi

pemerintaha, akuntabilitas adalah  kewgiban untuk  menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
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seseorang/badan hukum/pimpina kolektif suatu organisasi kepada pihak yang
memliki hak dan berwenang untuk memperoleh keterangan arau
pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan yang
efektivitas proses tergantung pada bagaimana mereka menjelaskan cara mereka
melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban,baik secara konstitusiona
maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dan dasar untuk mencegah
penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan
untuk mencapal tujuan nasional yang lebih lias dengan tingkatan efisiens,
efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

b. Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam |ingkungan dan suasana
yang trasparan dan demokratis Serta~adanya kebebasan mengeluarkan atau
mengemukakan pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagali unsur utama
good governance antara lain tercermin dari berbagal kategori akuntabilitas.
Menurur Chandler dan Plano membedakan lima jenis akuntabilitas yaitu : 1.
Akuntabilitas fiskal-tanggungjawaban atas dana publik, 2. Akuntabilitas legal-
tanggungjawab untuk mematuhi hukum, 3. Akuntabilitas program-tanggungjawab
untuk menjalankan suatu program, 4. Akuntabilitas proses-tanggungjawab untuk
mel akukan prosedur, dan 5. Akuntabilitas outcome-tanggungjawab atas hasil.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan berbagai macam akuntabilitas

yang terdiri dari dua yaitu:
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1. Akuntabilitas vertikal (vertical accontability)

Pertanggungjawaban akuntabilitas vertikal (vertical accontability) adalah
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi,
misalnya pertanggungjawaban unit-unit mulai dari tingkat bawah sampe
tingkat atas.

2. Akuntabilitas Horisontal (horizontal accntability)

Akuntabilitas horisontal (horizontal accntability) adalah pertanggungjawaban
kepada masyarakat luas.
Sheila Elwood dalam Mardiasno (2002:37) mengemukakan ada empat
jenis akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan
jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang
diisyaratkaan dalampenggunaan -~ sumber daya publik. Untuk menjamin
dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.

2. Akuntahilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang
digunakan dalam melakukan tugas apakah sudah cukup bak. Jenis
akuntabilitas ini dapat diwujutkan melalui pemberian pelayanan yang cepat,
responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan
apakah tujuan yang diterpkan dapat tercapa dengan baik, atau apakah
pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat

memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
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4. Akuntabilitas kebijakan, vyaitu akuntabilitas yang terkait dengan
pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legidatif dan
masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparans kebijakan sehingga
masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan sera terlibat dalam
pengambilan keputusan.

Memperhatikan jenisjenis akuntailitas seperti dikemukakan Sheila
Elwood diatas maka -pgabat publik daam menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya - disamping harus mematuhi konsep- akuntabilitas menurut
umum atau peraiuran juga dalam proses pelaksanaan tugas maupun dalam
menjalankan program yang di implementasikan baik dalam kebijakan yang dibuat
atau dirumuskan.

Berbeda halnya dengan pendapat - dari Samuel Paul dalam murdiasno yang
menyatakan ada 3 jenis akuntabilitas, diantaranya yaitu :

1. Domocratik accountability merupakan gabungan antara politikal dan
administrast  dimaksudkan akuntabilitas dilaksanakan secara herarki dan
berjenjang yang dimulai dari unit-unit yang paling bawah sampai yang paling
atas pemerintah bertatanggungjawab atas kinerja dan semua kegiatanya
kepada penanggung jawab yang berwenang sesuai dengan peraturanya
masing-masing.

2. Professional accountability. Artinya dalam melakukan tugas-tugasnya para
aparat profesional sebaiknya berdasarkan pada norma-norma dan standar

profesinya. Maka diperbolehkan untuk memtkan publik yang dikaitkan
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dengan kepentingan masyarakat. Oleh karna itu kepentingan publik menjadi
prioritas yang paling utama.

3. legal accontability. Dalam pel aksanaa kepentingan hukum disesuaikan dengan
kepentingan publikdan publik servis yang dituntut oleh seluruh masyarakat.
Oleh karna itu dalam dalam pengimplemetasian kegiatan harus semuanya di
pertanggungjawabkan apabila mereka gagal melakukan tugas-tugasnya
ataupun melakukan pelanggaran-pelenggaran. maka akandi kenakan hukum
yang berlaku.

Jenis akuntabilitas yang telah dipaparkan, maka pengelolaan pajak daerah

di badan pendapatan Kabupaten Enrekang termasuk dalam akuntabilitas proses

menurut Elwood (2002) yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang

digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah bak hal ini diwujudkan
melalui penyelenggaraan pengel olaanyang cepat, responsif dan murah biaya.
Akuntabilitas tidak hanya memberi pernyataan finansial pada otoritas atau
lembaga yang lebih tinggi, namun merupakan mekanisme pengungkapan
pandangan. Penggambaran fungsi dan kekuasaan menurut garis herarki sgja tida
akan mendukung akuntabilitas. Maka akuntabilitas merupakan proses didalam
menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan program yang
diimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

c. Prinsisp-prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahan, perlu
memperhatikan prinsisp-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP

yaitu sebagai berikut:
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a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk
mel akukan pengel olaan pelaksanaa misi agar akuntabel.

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaa sumber
secara konsisten dengan peraturan peruandang-uandangan yang berlakau.

c. harus menunjukan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

d. Berorientasi pada pencapaiayan visi dan misiserta hasil dan manfaat yang

di peroleh.

e. Harusjujur, objektif, trasparan dan inovatif.

Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas juga harus menygjikan
penjelasan tentang deviasi antara realisas kegiatan dengan rencana serta
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan
komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan akuntabilitasnya.

Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila
dalam pelaksanaan kegiatannyatelah :

a. Menentukan tujuan yang tepat.
b. Mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan
tersebut.
c. Secaraefektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
d. Mengembangkan standar dan operasi secara ekonomi dan efesien.
d. Indikator Akuntabilitas
Terwujudnya suatu akuntabilitas baik itu dalam lembanga pemerintah

maupun dalam penyelenggaraan pengelolaan dapat terlaksana apabila proses
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tersebut memenuhi syarat tercapainya akuntabilitas. Terdapat beberapa indikator

yang sering digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas publik.

David hulme dan Mark Turney (1987:115) mengemukakan bahwa

akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa

instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti : (1) keterbukaan;

(2) tanggungjawab; (3) pemanfaatan sumber daya secara optimal; dan (4) upaya

peningkatan efektivitas dan efisiensl.

1

keterbukaan yaitu berarti laporan yang memberi dan mengampaikan
semua kegiaian yang dilaksanakan secara rinci baik biaya dan hasil dari
biaya yang digunakan.

Tanggung jawab adalah kemampuan mempertanggung jawabkan semua
koponen pengelolaan baik itu proses, pengelolaan dan kualitas output.
Pemanfaatan sumber daya secara optimal adalah suatu cara atau proses
yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu agaralebih baik.
Peningkatan efektif dana efisien adalah pengukuran dalam arti mencapai
sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadi menurut Hulme dan Turney, akuntabilitas terkait dengan beberapa

pertanyaan berikut ini.

1

2.

Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai.?
Apakah dlit yang berkuasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap
masyarakat serta aparat yang terkait.?

Apakah sumber dayatelah dimanfaatkan secara optimal.?
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4. Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah
sudah dilakukan dengan efektif dan efisien.?

Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan

hanyajika:

1. Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang
diharapkan dari mereka.

2. Bila pegawa publik diberi otoritas yang sebanding dengan
taggungjawabnya.

3. Bilaukuran evalusal kinerja yang aktif dan pantas digunakan dan hasilnya
diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.

4. Bilatindakan yang sesui, adil,dan tepat waktu diambil sebagi respon atas
hasi| yang dicapai dan cara pencapaianya.

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan
akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban
atas pengelolaan anggaran kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya
pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas
horisontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan
menyangkut hubungan antara sesama warga negara.

Akuntabilitas juga semakan memiliki arti, ketika badan pemerintahan
daerah mampu mempertanggungjawabkan mutu outputnya terhadap publik
mencerminkan badan pemerintahan memiliki tingkat efektivitas output tinggi.
Badan pemerintahan yang memiliki tingkat efektivitas outputnya tinggi, akan

meningkatkan efisiensi eksternal.
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Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor
public (Maudiasmo 2004) :
1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
a. Kepatutan terhadap hukum.
b. Menghindarkan korupsi dan kolusi.
2) Akuntabilitas proses
a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
b. Adanya pelayanan publik yang responsip.
c. Adanyapelayanan publik yang cermat.
d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah,
3) Akuntabilitas program
a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
b. Mempertanggungjawabkan yangtelah dibuat.
4) Akuntabilitas kebijakan
a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.
e. Upaya-upaya Peningkatan Akuntabilitas
1) SKPD harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk
mekanisme pertanggungjawaban.
2) SKPD perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan
Kinerja penyelenggara daerah dan sistem pengawasan dengan sangsi yang
jelas dan tegas.

3) menyediakan informasi secarajelas kepada publik.
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4) SKPD menyusun rencana pengembangan sesuai dengan aturan dan
kemampuan daerah.

5) memperbaharui rencana kerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen
baru.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat
suatu dengan yang lainya, karna tampa transparansi tidak mungkin ada
akuntabilitas, sebaliknya teransparansi tidak akan banyak bermanfaat tampa
dilengkapi dengan akuntahilitas. Seperti halnya dalam kebijakan publik yang lain,
keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk
membangun kebijakan dan istitus yang efektif, efisien dan adil. Lingkup
transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingakat kebijakan
mulai  dari  perumusan  kebijakan, - pengambilan keputusan,sesuai  pada
pel aksanaanya yang terjadi di segenap institusi.

3. Konsep Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegitan merubah sesuatu hingga
menjadi baik, pengelolaan dapat juga diartikan untuk melakukan sesuatu agar
lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat atau dapat
di simpulkan bahwa pengelolaan dapat disamakan dengan mangemen yang
berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan bahwa
mangjemen sebagai  pengeturan, pengelolaan, dan pengadministrasian.
Pengelolaan diartikan senagai rangkaiyan pekerjaan atau usaha yang dilakukan
oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaiyan kerja dalam mencapai satu

tujuan tertentu.
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Pengelolaan merupakan istilah yang dipaka dalam ilmu manaemen.
Secara etomlogi berasal dari kata kelolah dan bisa meruk pada proses mengurus
atau menangani sesuatu untuk mencapa tujuan tertentu. menurut Pamudji
pengelolaan menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu : 1. Pengelolaan
sebagal pemebangunan yang merubah sesuatu hingga menjadi baru dan memiiki
nilai yang lebih tinggi. 2. Pengelolaan sebagi pembaharuan yaitu usaha untuk
memeliara sesuatu agar |ebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Dikatakan manajemen adalah suatu pross perencanaa atau pengambilan
keputusan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalian organisasi manusia,
keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapal suatu tujuan
organisasl secara efisiensi dan efekiif.

Nanang Fattah, (2004:1) berpendapat bahwa dalam proses managemen
terlibat  fungsi-fungsi pokokyang -ditampilkan oleh seorang managjer atau
pemimpin yaitu : perencanaan, peorganisasian, pemimpin, dan pengawasan. Oleh
karna itu mangjemen di artikan sebagi proses merencanakan, mengorganising,
memimpin, dan mengendalikan organisasi agar aspek tujuan dapat tercapai secara
efektif dan efisien.

4. Konsep Pajak Secara Umum
a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum yaitu pungutan wajib yang dibayar rakyat
untuk negara atau daerah yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan
masyarakat umum. Rakyat membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari

pajak secara langsung, karna pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan
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untuk kepentingan pribadi. Pgjak juga dapat diartikan sebagai salah satu sumber
dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemeritah pusat maupun
daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karna dilaksanakan berdasarkan
Undang-Undang KUP NOMOR 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1.

Sementara pemehaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu
perikatan yang timbul karna adanya undang-undang yang menyebabkan timbul
kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada
negara, negara mempunyal kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut
harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut
harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum,
baik bagl yang berwenang memungut. pajak maupun wajib paak sebagai
pembayar pajak.

b. Fungs Pajak

Pajak merupakan perenan sangat penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya di dalan pelaksanaan pembangunan karna pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayal semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembanganan berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi
yaitu:

1) Fungsis penganggaran (Budgetair) sebagai sumber pendapatan negara,
pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. untuk menjalankan

tugas-tugas rutin negara dan melakukan pembangunan,
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2) Fungs pengaturan (Regulerend) pemerintah bisa mengatur pajak yang bisa
digunakan sebagal alat untuk mencapai tujuan.
3) Fungs stabilitas dengan adanaya pajak, pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas. Hal ini bisa
dilakukan untuk mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan
pajak, pemungutan pajak yang efektif dan efisien.
4) Fungs Redistribusi Pendapatan baak yang dipungut oleh negara atau
daerah akan digunakan untuk membiaya semua kepentingan umum,
termasuk juga untuk membiayal pembagunan sehingga membuka
kesempaian kerja dan pada akhirnya akan akan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.
c. Pengelompokan Pajak

Secara hukum, paak di indonesia dapat di |akukan pengelompoka
berdasarkan kebutuhan negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan
di masa mendatang. Karna pajak merupakan sumber pendapaian negara maupun
daerah, maka perlu adanya peneglompokan sebagal berikut:

1) Menurut golongan

pajak menurut golongan terbagi atas dua yaitu pgjak langsung dan

pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang penagihanya

dilakukan secara berkala berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan,

pajak tidak langsung adalah pajak yang penagihanya dilakukan secara

tidak berkala dan pada umumnyatidak berdasarkan surat tagihan pajak.
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2) Menurut sifatnya

pajak menurut sifatnya terbagi atas dua yaitu pajak objektif dan
pajak subjektif. Pgjak objektif adalah pajak yang penagihanya tergantung
pada objek yang dikenakan pajak dengan berpatokan pada keadaan.
Sedangkan pajak subjektif adalah pajak yang penagihanya bergantung
pada subjek yang dikenakan pajak terkait keadaan diri wajib pgjak yang
dapat memengaruhi-besar kecilnya jumiah pajak yang wajib dibayar.
3) Menurut lembaga pemungutanya

menurut lembaga pemungutanya pajak terdiri dari dua yaitu pajak
pusat dan pajak daerah. Pakal pusat yaitu pgak yang diadakan oleh
pemerintah pusat serta penagihanya dilakukan oleh peabat paak yang
ditugasi untuk mengelola pajak-pajak pusat. Pgjak yang tergolong sebagai
pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan jasa,
pajak penjualan atas barang mewah, bea materai,bea masuk dan cukai.
Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
4) Menurut ruang lingkupnya

terdapat dua yaitu pagak dalam arti luas dan paak dalam arti
sempit. Pgjak dalam arti luas adalah semuajenis pgjak yang dipungut oleh
pemerintah pusat, termasuk bea materai, bea masuk dan cukai, dan pajak
yang dipungut pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-
undangan . sedangkan pajak dalam arti luas adalah pajak yang dipungut

oelh pemerintah pusat tampa bea materai, bea masuk dan cukai dan pajak
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yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan di bidang pajak daerah.
5. Konsep Pengelolaan Pendapatan Aali Daerah

Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yag dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PAD
merupakan tulang punggung pembiyayaan dacrah, oleh karna itu kemampuan
melaksnakan otonmi dikur dari besarnya kontribusi- yang diberikan oleh
pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribuss PAD semakin
kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Pendepatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber
penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainya berupa dana
perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Keseluruhan
bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD
tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Menurut murdiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan
yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dan lain-la
pendaatan asli daerah.

Uundang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebtkan bahwa sumber-sumber
pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak bukan

pajak. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang adli
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digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam

membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil

ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

a. Kasfikas Pendapatan Adli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri dari :

1)

2)

3)

4)

Pajak Daerah

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh oran pribadi
atau badan kepala daerah tampa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat di paksakan enurut peraiuran perundang-undangan yang berlaku
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah.
Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pengaturan daerah sebagi pembayaran atas
jasa atau memberikan izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.
Hasil Pengolahan Daerah yang Sah

selain pgjak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahann
milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial
untuk dikembangankan.
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan pendapatan Adli

Daerah antaralain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.
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6. Konsep Pengelolaan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk
membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dasar hukum pemungutan pajak dan
retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada aderah yang terhitung oleh
orang pribadi atau badan yang bersifai memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

a. JenisPajak Daerah

Y ang termasuk bagian dari pajak daerah atau pajak kabupatan/kota yaitu :

1) pajak hotel.

2) paak restoran.

3) pajak hiburan.

4) pajak reklame.

5) pajak penerangan jaan.

6) pajak mineral bukan logam dan batuan.

7) paak parkir, pgak ar tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan

perkotaan.

8) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Fungs Pajak Daerah
Sebagaimana fungss paak pada umumnya, pgak daerah

mempunyai fungsi utama namun yang membedakan pagjak pada umumnya
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diperuntukan untuk negara sedangkan pajak daerah untuk daerah sebagai

pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan

kesgjahtraan masyarakat.
B. Kerangka Pikir

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang
perlu menjelaskan bagaimana Akuntabilitas dalam Pengel olaan Pajak Daerah oleh
karena itu untuk melihat akuntabilitas peneglolaan pajak dapat dilihat dari empat
indikator yaitu keterbukaan, tanggung jaweb, pemanfaatan sumber daya secara
optimal, upaya peningkatan efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
melalui bagan kerangka fikir berikut. :

Bagan Kerangka Pikir

BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA) KABUPATEN
ENREKANG

v

Indikator Akuntabilitas

1. Keterbukaan

2. Tanggung jawab

3. Pemanfaatan sumber daya yang
memedai

4. Peninakatan efektif dan efisien

v

Terwujudnya Akuntabilitas pengel olaan pajak daerah
Kabupaten Enrekang

Gambar 2.1 : kerangka pikir
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C. FokusPenditian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah Akuntabilitas Dalam Pengelolaan
Pgak Daerah yang sesui dengan 4 (empat) indikator yaitu : Keterbukaan,
Tanggung Jawab, Pemanfaatan, dan Peningkatan Efektif dan Efisien
D. Deskrips Fokus Penelitian

1. Keterbukaan pemerintah daerah terhadap pertanggung jawaban
pengelolaan pajak daerah, keterbukean berarti pelaporan yang memberi
dan menyampaikan semua tentang kegiatan yang dilaksanakan secara rinci
baik biaya, jumlah pembiayaan, cara yang dilakukan dan dipertanggung
Jawabkan secara jelas sehingga memudahkan masyarakat maupun Bupati
untuk mengetahuinya.

2. Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan
pajak daerah harus mampu mempertanggung jawabkan seluruh komponen
pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pelaporan dari pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah.

3. Pemanfaatan sumber daya secara optima terhadap akuntabilitas
pengelolaan pemerintah daerah berkaitan dengan pemanfaatan sumber
daya manusia dan dana yang diperolah dari sumber-sumber PAD yang
dijadikan sebagal perolehan dan di kelola secara baik untuk pembangunan
daerah.

4. Peningkatan efektif dan efisien terhadap akuntabilitas pengelolaan pajak

daerah yang dilakukan pemerintah daerah sebagal hasil dari pengukuran
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atau pencapaiyan sasaran dan tujuan yang sudah di tetapkan sebelumnya

apakah sesuai dengan rencana.




BAB |11
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

penelitian ini berlangsung selama 2 bulan dan tempat pelaksanaan di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Dasar penelitian ini dilaksanakan karna
adanya kelemahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah yang
dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang.
B. Jenisdan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kudlitatif, yakni mendeskripsikan
tentang Akuntabilitas pengelolaan Pgjak Daerah Kabupaten Enrekang.
Berhubungan dengan hal yang diteliti adalah fenomena sosial, maka
dibutuhkan informas mendalam, melalui pendeskripsian berdasarkan
ungkapan maupun bahasa -masing-masing informan sehingga dapat
diungkap makna sebenarnya dari informasi yang diperoleh.

2. Tipe penditian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk
memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti
berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan
diteliti terkait pertanggungjawaban pengelolaan pagak daerah di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

C. Sumber Data
Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan

selama mel aksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

35
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1. DataPrimer
Data primer merupakan data empiris yang diperoleh dari informan
berdasarkan hasil wawancara. Pada penelitian ini data yang diperoleh
peneliti melalui hasil wawancara atau tanya jawab langsung dengan
informan yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan pajak daerah di
badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang.
2. Data Sekunder
Data yang diperoleh peneliti melalui dari berbagai laporan-laporan atau
dokumen-dokumen yang bersifai informasi tertulis dan dikumpulkan yang
digunakan dalam penelitiaan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah di
badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang.
D. Informan Penelitian
Informan penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu
memberikan informasi  yang = selengkap-lengkapnya mengenai - akuntabilitas
pengelolaan pajak daerah. Dalam peneltian ini informan peneliti yang
dimaksudkan adalah pegawai, baik pimpinan maupun bawahan dan masyarakat
yang terlibat dalam pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam
Rangka Peningkatan Pendapatan Adli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang.
Setelah melakukan pendlitian, maka jumlah informan dalam penelitian ini

berjumlah 8 orang.
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Adapun yang dijadikan informan penelitian ini adalah :

Tabd 3.1 Informan Pendlitian

NO Informan Inisia Jabatan Jumlah
Informan
1. | Haleng Lgju, SH,MM HL Kepala badan 1
pendapatan daerah
kabupaten enrekang
2. | Nur Hasni, SE NH Sekartaris badan 1
pendapatan daerah
kabupaten enrekang
3. | Ibrahim, SE IH Kepala bidang 1
perencanaan,
pendaftaran dan
pendataan
4. | Suharnoto, S.E SN K epada bidang 1
pembukuan, pelaporan,
monitoring dan evelusai
5. | Nurkodija, Muh Rahmad | NK, MR | staf 2
6. | Ahmad, Indiani AM AT | ' Wajib pajak 2
jumlah 8

E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua
teknik pengumpulan data yakni :
1. Teknik observas
Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan
dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar
terjadi di badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang. Kegiatan

pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-
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keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevans antara
jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal
akuntabilitas pengel olaaan pajak daerah Kabupaten Enrekang.
2. Wawancara
Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab
secara lisan dan mendalam terhadapa beberapa informan yang diambil
sebagai sampel baik dari kepala dinas, kepala bidang , maupun staff serta
masyarakat - sekitar - Kabupaten Enrekang yang dianggap mampu
memberikan-informasi yang akurat terkait akuntahilitas pengelolaan pajak
daerah.
3. Dokumentasi
Teknik ini merupakan -pengumpulan data melalui dokumen-
dokumen atau buku-buku -yang berkaitan erat dengan pengelolaan
pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang sehingga menunjang
kerelevanan data. Metode dokumentas digunakan untuk mengungkap
serta melengkapi  informasi  yang erat  kaitannya  dengan
pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan
pendapatan asli daerah yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan
pembangunan daerah.
F. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan
oleh Miles dan A.Michagl Hurman dalam Sugiyono (2012 : 92) memiliki tiga

langkah sebagai berikut :
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1. Reduks Data (Data Reduction)

Reduksi databerarti merangkum, memilih hal yang pokok dan
memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berrti komponen
pertama dalam analisis data yang memperpendek, memprtegas dan membuang
hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian
sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penygjian Data (Data Display)

Penygjian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat.
Menyagjikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah
bersifat naratif. Hal ni dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara
lebih mudah.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion'Drawing)

Langkah terakhir dari -model ini adalah penarikan kesimpulan.
Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah
yang dirumuskan sgak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan
masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang
setelah peneliti ada di lapangan. Kessimpulan penelitian kualitatif merupakan
temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskrips atau
gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Pengabsahan Data
Menurut Sugiyono (2012:121) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas
data, uji transferability, uji depenability, dann uji comfirmability. Keabsahan

data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang
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dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan

dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian

terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber,

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1

2.

Triangulasi sumber

Triagulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang
dergat kepercayaan suatu informasi yang-diperoleh melalui sumber yang
berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,
membanding apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi,
membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada badan
pendapatan daerah Kabupaten Enrekang terkait akuntabilitas pengelolaan
Pajak Daerah.
Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan
menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mngecek data yang
diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.
Triangulasi waktu

Triagulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan
dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan
berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami
perubahan dari waktu kewaktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui

observas pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu
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kali pengamatan sgja, sehingga data yang diperoleh di Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Enrekang valid.




BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tinggat |l di provensi Sulawesi
Selatan, Indonesia sgak abad XIV, Kabupaten Enrekang diebut dengan
MASSENRENPULU yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung,
sedangkan sebutan Enrekang dari ENDEG artinya naik dari sinilah asal mula
ENDEKAN sehingga dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah
daerah pegunungan yang dimana pada kenyataanya bahwa banyaknya gunung dan
bukit yang saling menyambung dan mengambil seruluruh bagian atau kurang
lebih 85% dari seluruh lias wilayah sekitar 1.786.01 km?. Enrekang adalah ibu
kota dari Kabupaten Enrekang -dimana kota Enrekang dijadikan pusat
pemerintahan Kabupaten. Kabupaten Enrekang terkenal dengan lahan pertanian
yang sangat luas balk itu lahan pertanian jangka panjang seperti kopi, cengkeh,
kayu manis, dan merica maupun pertanian balk pertanian jagung, padi, dan
komoditi pertanian seperti sayur-sayuran dan bawang merah menjadi komoditi
terbesar yang diditribusikan keluar kabupaten Enrekang. Pendapatan Adli Derah
Kabupaten Enrekang sebanyak 23,2 Milyar pada tahun 2013 di peroleh dari pajak
daerah, retrinusi daerah, hasil pengolahan daerah yang sah dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.

Kabupaten Enrekang merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang

sangat tinggi. Pada tahun 2017 sgja tercatat rata-rata curah hujan mencapai 4.972
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mm? pada bulan Desember adalah curah hujan paling tinggi rata-rata jumlah hari
hujan perbulan mencapai 29 hari dan di bulan-bulan lainya rata-rata jumlah hari
hujan adalah 24 hari setiap bulanya. Maka dapat disimpulkan bahwa curah hujan
di Kabupaten Enrekang sangat tinggi dan di lalui oleh 2 aliran suangai yaitu
sunga mata alo pada seblah utara dan sungai sadang dari arah barat yang
keduanya mengalir dari Kabupaten Tanah Toraja ke arah Kabupaten Enrekang.
2. Geografis

Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak antara 3014°36” — 3050°0”
lintang selatan dan antara 119040°53” — 12006°33” bujur timur sedangkan
ketinggian berfareass antara 47 meter sampal dengan 3.478 meter di atas
permukaan laut. Adapun batas wilayah Kabupaten Enrekang yaitu sebelah utara
berbatasan langsung dengan Kabupaien-Tanah Torga, sebelah timur berbatasan
dengan Kabupaten Luwu, seblah selatan-berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan
seblah barat berbatasan dengan Kabupaien Pindrang. Luas wilayah Kabupaten
Enrekang secarah menyeluruh yaitu sekitar 1.786.01 km? atau sebesar 2,83% dari
luas Provensi Sulawes Selatan. Wilayah Kabupaten enrekang terbagi menjadi 12
kecamatan yaitu Maiwa (392.87 km?), Bungin (236.84 km?), Enrekang (291.19
km?), Cendana (91.01 km?), Baraka (159.15 km?), Buntu Batu (126.65 km?),
Anggergja (125.34 km?), Malua (40.36 km?), Alla (36.66 km?), Curio (178.51
km?), Masalle (68.35 km?), Baroko (41.08 km?). Dan secara keseluruhan terbagi
lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah

desa’kelurahan.
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Tabel 4.1
LuasWilayah Kabupaten Enrekang Dirinci Menurut Kecamatan
Tahun 2019
No K ecamatan Luaswilayah (Km?) Presentase (%)
1 | Maiwa 392.87 21,99
2 | Bungin 236.84 13.26
3 | Enrekang 291.19 16.30
4 | Cendana 91.01 5.10
5 | Baraka 159.15 8.91
6 | Buntu Batu 126.65 7.09
7 | Anggerga 125.34 7.02
8 | Maua 40.36 2,26
9 | Alla 43.66 1,94
10 | Curio 178.51 9,99
11 | Masdle 68.36 3,83
12 | Baroko 41.08 2,30
Kabupaten Enrekang 1.786.01 100,00

Sumber: badan pusat statistik kabupaten enrekang tahun 2019

3. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan proyeksi tahun 2019 sebanyak

201.614 jiwa yang terdiri atas 101.197 jiwa penduduk laki-laki-dan 100.417 jiwa

penduduk perempuan dan kepadatan penduduk tahun 2019 mencapa 112,9

jiwalkm? dengan rata-ratajumlah penduduk per rumah tangga 4,5 orang.
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Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang per Kecamatan Tahun 2019

No K ecamatan Penduduk Enrekang Per Kecamatan (Jiwa)
1 | Mawa 24.782
2 Bungin 4.452
3 Enrekang 32.221
4 | Cendana 8.833
5 | Baraka 22.455
6 Buntu Batu 13.602
7 | Anggerga 25.330
8 | Maua 8.166
9 |Alla 22.201
10 | Curio 16.108
11 | Masdlle 12.881
12 | Baroko 10.583
Jumlah 201.614

Sumber: Badan Pusat Satistik Kabupaten Enrekang Tahun 2019

Kepadatan penduduk di Kabupatan Enrekang tahun 2019 mencapai 112,9

Jiwalkm? dengan kepadatan penduduk 's-12 kecamatan cukup beragam dengan

kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Alla dengan kepadatan 640,5

jiwalkm? dan terendah di Kecamatan Bungin sebesar 18,8 jiwa/km?

4. Gambaran Singkat Badan Pendapatan Daer ah Kabupaten Enrekang

a. Kependudukan

1) Badan pendapatan daerah kabupaten enrekang adalah lembaga pemerintah

yang merupakan unsur pelaksana penunjang bidang keuangan daerah dan

memiliki tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

2) Badan pendapatan daerah kabupaten enrekang dipimpin oleh kepala badan

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati mela ui

sekretaris daerah.



46

3) Badan pendapatan daerah kabupaten enrekang memiliki tugas membantu
bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

4) Badan pendapatan daerah kabupaten enrekang dalam menjalankan tugas
juga memiliki penyelenggaraan fungs yaitu perumusan kebijakan teknis
keuangan pendapatan asli daerah, penyusunan perencanaan program dan
anggaran keuangan pendapatan. adsli daerah, pelaksanaan keuangan
pendapatan asli daerah, pemantauan evaluas dan pelaporan atas
pelaksanaan - keuanga  pendapatan daerah, kordinasi dan singkronisasi
pelaksanaan Keuangan serta pembinaan  penyelenggaraan  keuangan
pendapatan asli daerah, pelaksanaan administrasi keuangan pendapatan
daerah serta penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara berkala
kepada pemerintah dalam hal intyaitu Bupati, pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Vis dan Misi

Vis merupakan ide-ide atau gagasan dan rencana pihak pemimpin untuk
kel anjutan masa depan organisasinya dan dijabarkan melalui visi sebagai berikut :

“Terwujutnya optimalisasi penerimaan daerah menuju Enrekang maju ,

aman, dan sejahtera”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan
organisas dapat tercapai dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dan
diuraikan sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang

dimiliki.
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b. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah sesui dengan
ketentuan yang berlaku.

c. Meningkatkan sumber daya aparatur agara penatausahaan pengelolaan
penelimaan keuangan daerah berjalan dengan efektif, trasparan, dan
akuntabel .

6. Struktur Organisasi
Struktur organisasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.
a. Kepala BAPENDA Enrekang
b. Sekretariat :
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum-dan Kepegawaian
c. Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan :
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendapatan
2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
d. Bidang penetapan, penerimaan lain-lain dan dana transfer :
1. Sub Bidang Penetapan
2. Sub Bidang Penerimaan Lain-Lain dan Dana Transfer
e. Bidang Pembukuan, pelaporan, monitoring dan evaluasi :
1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
2. Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian Benda Berharga
f. Bidang pembinaan dan penagihan :

1. Sub Bidang Pembinaan
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2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

7. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

Tugas pokok BAPENDA yaitu memiliki tugas utama sebagai
penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan
sebagai kordinator instsnsi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah dan juga melaksanakan tugas
pembantuan di bidang pendapatan daerah berdasarkan atas asas otonomi.

Fungss Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yaitu sebagai
berikut :

1) penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan.

2) penyelenggaraan pendapatan dan-pel ayanan umum, meliputi kesektariatan,
perencanaan dan pengembangan pajak dan non pajak, pengendalian dan
pembinaan.

3) penyelenggaraan fasilitas pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan
pel ayanan umum.

4) merumusan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan
penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya,
pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak.

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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b. Kepala badan
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban
daerah kabupaten di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah seta
tugas pembantuan. Adapun fungsi dari kepala Bapenda yaitu sebagai berikut.
1) Menetapkan kebijakan teknis bidang perpajakan dan pendapatan daerah.
2) Memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perpajakan dan
pendapatan daerah.
3) Memimpin pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanan
teknis hidang perpajakan dan pendapatan daerah.
4) Mengkordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan pemerintahan daerai bidang pendapatan daerah; dan
5) Pelaksanaan funsi lain yang diberikan oleh bupati sesual dengan tugas dan
fungsi.
C. sekretariat
Sekretaris mempunya  tugas membantu  kepala badan dalam
penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, dan rumah tangga Badan, penyususnan program dan perencanaan
Badan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Badan. Adapun fungsi
dari sekretaris yaitu:
1) mengkoordinasikan pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata
kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Badan;

2) mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan Badan;
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3) mengkoordinasikan penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan
tatal aksana Badan;
4) mengkoordinasikan pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
5) mengkoordinasikan pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis
Badan,
6) pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan
penyel enggaraan tugas-tugas Badan; dan
7) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Sub Bagian Penyusunan Program
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas,
pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Untuk
mel aksanakan tugas, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
1) menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan kegiatan badan;
2) menyiapkan bahan monitoring, evaluas dan pelaporan program dan
kegiatan badan;
3) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
4) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh S
Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan



51

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk

mel aksanakan tugas , Sub Bagian Keuangan mempunyai fungs :

1)
2)
3)
4)

5)

mel aksanakan tata usaha, administrasi keuangan dan perlengkapan.
menganalisis kebutuhan, pengadaan dan melakukan administrasi barang.
mel aksanakan pembayaran gaji pegawai.

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pel aksanaan tugasnya; dan

mel aksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunya tugas pokok

mel aksanakan, merencanakan, mengevaluas dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelayanan administrasi  umum dan kerumahtanggaan serta administras

kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas., Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi:

1)

2)

3)

4)

5)

mengelola urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjaanan dinas,
keprotokolan dan rumah tangga.

mel aksanakan tata usaha dan administrasi kepegawaian.

menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan
badan.

mel aksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat.

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pel aksanaan tugasnya.

Bidang perencanaan, pendaftaran, dan pendataan

Kepaa Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan, penilaian,
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penetapan, pelayanan dan pengolahan data dan informasi. Untuk melaksanakan

tugas,

1)

2)

3)

4)

5)

6)

K epala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

merumuskan kebijakan teknis Pendataan dan penetapan Pgjak Daerah dan
Pendapatan Daerah lainnya.

mengkoordinasi pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak,
menghimpun dan mengolah data subyek dan obyek pagak serta penilaian
lokasi atau lapangan.

mengkoordinasi penyusunan daftar induk wajib pajak daerah.
mengkoordinasi penghitungan dan penetapan pajak daerah dan pendapatan
daerah lainnya.

mengkoordinasi pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-
surat perpgjakan yang berkaitan, dengan pendaftaran, pendataan, dan
penetapan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Hasil Penelitian

1. Keterbukaan

Keterbukaan dalam pengelolaan pendepatan daerah keadaan dimana

memungkinkan tersediaya informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh

masyarakat baik itu keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan

pemerintahan hal ini bertujuan untuk menentukan apakah hasil yang dicapai sudah

sesuai dengan kondisi dan realita pelaporan yang dilakukan oleh bapenda yang

ditujukan kepada masyarakat dan juga Bupati, bagaimana untuk mengetahui

keterbukan Badan Pendapatan Daerah terhadap pihak masyarakat dan pihak yang
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berwenang yaitu bupati dalam menegetahui hasil dari pemanfaatan dan
peneglolaan pajak daerah.

Kemampuan Pagjak Daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu
indikator kesigpan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu
perolehan pagjak daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan Adli Daerah
yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual
diharapkan memiliki kemampuan yang nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan
kemampuan yang nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan yang
menyiasiati pendapatan pajak daerah melaui upaya-upaya yang dapat dilakukan
psehinggaterjadi peningkatan dari waktu kewaktu.

Bentuk - keterbukaan pemerintan daerah terhadap pertanggung jawaban
pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan secara rinci balk biaya dan jumlah
pembiayaan dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Keterbukaan ini
dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui tentang informas pajak itu
sendiri, seperti halnya yang utarakan oleh responden HL sebagal Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatakan :

“Keterbukaan Bapenda sesual dengan tugas dan fungsi Bapenda baik
keterbukaan kepada masyarakat maupun kepada bupati melalui pelaporan
baik melalui rapat,siminar dan penyuluhan tentang perolehan anggaran dari
paak daerah serta melaporkan juga pencapaian target perolehan dan
kekurangan terkait tidak tercapainya target dengan maksimal.” (wawmcara, 4
februari 2019)

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa keterbukaan yang
dilakukan oleh Bapenda yaitu dengan melalui rapat, seminar dan penyuluhan.

Dari segi pengoptimalan pajak daerah, keterbukaan ini dilakukan secara eksternal.
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Yaitu dengan mengadakan sosidlisasi secara berkala kepada masyarakat agar
masyarakat mengetahui peraturan baru yang sudah dibuat atau dengan sosiaisasi
untuk menarik kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Ini dilakukan untuk
menggali pendapatan dari pahak daerah dan mengoptimalkan PAD.

Berkaitan dengan keterbukaan yang dilakukan Bapenda kepada masyarakat
dan pehak yang berkompeten yaitu Bupati melalui rapat mengenai penentuan
sumber pendapatan yang akan dikenakan pajak kepada masyrakat maupun wajib
pajak serta memberikan pelapaoran pendapatan baik target dan realisas yang akan
dijalankan Bapenda untuk menjadi pendapatan daerah yang nantinya akan
digunakan untuk kemajuan daerah, sedangkan cara melalui seminar dan
penyuluhan yang dilakukan pemerintah daerah dan terkhusus kepada Badan
Pendapatan Daerah untuk memberikan pengetahun secara langsung dan melalui
website kepada masyarakat atau pun, wajib pajak baru terkait pendapatan dari
pajak daerah dan sekaligus mengsosislisasikan perolehan dan hasil yang dicapai
dari PAD. Hal ini dikatakan oleh NH selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa

“Kalau keterbukaan yang berkaitan dengan pelaporan kami selaku pihak

Bapenda mengenal perolehan dan kekurangan anggaran yang diperoleh dari

pungutan pendapatan pajak daerah untuk meningkatkan PAD, itu dengan

sosidisasi. Jadi masyarakat diundang atau semua dari wajib paak untuk
diberikan arahan tentang perubahan peraturan pajak daerah, atau untuk
menarik wajib pgak dengan laporan pertanggungjawaban atas pgak yang

telah dibayar, sehingga wajib pajak mau membayar. Soanya banyak wajib
paak yang belum membayarkan pgaknya” (Wawancara, 4 februari 2019)

Sehingga dirasa sosialisasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan wajib

pajak agar PAD bisa terus dioptimalkan. Hal serupa juga dikemukakan oleh IH
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selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pendapatan dan Pendaftaran yang
mengatakan :

“Sistem keterbukaan dan prosedur pendapatan yang kami lakukan saat ini
yang kita pakal sosialisas kepada masyarakat dengan perwakilan kelompok
masyarakat dan wajib pajak. Kita juga pakai media televisi, internet melalui
dan website kami. Dengan begitu masyarakat akan melihat |aporan
pendapatan kami berkaitan dengan penerimaan pagak dareah yang kami
peroleh” (Wawancara, 4 februari 2019).

Mengenai keterbukaan pelaporan pandapatan yang melibatkan masyarakat
maupun wajib pajak selalu diikut seratkan dalam pelaksanaan seminar dan
penyuluhan yang dilakukan oleh Bapenda. Hal senada juga dikatakan oleh AM
selaku masyarakat atau wajib pajak sebagai berikut :

“lya dek, kami setigp tahun mendapat undangan untuk sosialisas tentang
pelaporan pendapatan baik yang.mencapai target dan tidak mencapaui target
yang telah ditentukan Bapenda dan sosialisas target pendapatan ditahun yang
akan datang” (Wawancara, 11 februari 2019)

Terkat dengan keterlibatan masyarakat atau wajib pajak dalam pelaksanaan
keterbukaan dan pelaporan pendapatan dari pgak derah. Adapun penuturan dari
masyarakat atau wajib pajak lain terkait keterbukan Bapenda dalam melaporkan
keterbukaan informasi. Wawancara dengan 1A selaku masyrakat dan wajib pajak
sebagai berikut :

“Menurut saya, dari pihak BAPENDA sudah memberikan kemudahan pada
proses keterbukaan yang dilakukan pihak bapenda untuk memberikan
pemehaman kepada kami yang kurang mengetahui aturan dan cara pelaporan
objek pgjak yang dikenal pajak dan dalam kegatan-kegiatan tersebut selalu
memberikan informasi bagaimana keterbukaan terhadap pendapatan yang
diperolen melalui semua opjek pgak yang di perogramkan oleh badan
pendapatan daerah.” (wawancara, 14 februari 2019)
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Jadi dengan adanya keterbukaan dengan mengadakan sosialisasi diharapkan
masyarakat akan mengetahui perolehan dan pendapatan serta realisasi penerimaan
pajak daerah Kabupaten Enrekang. Bagi masyarakat atau wajib pajak yang tidak
ikut dalam sosialisasi, Bapenda juga mempunyai website yang bisa diakses oleh

masyarakat yaitu www.enrekangkab.go.id disana masyarakat bisa mengetahui

prosedur laporan pendapatan dari pajak daerah, dan bentuk nominal laporan
pendapatanya, sehingga diharapkan masyarakat bisa menjadi sadar dan percaya
terhadap pajak yang akan dibayarkan dan digunakan untuk kemguan dan
pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan good governance, maka kepercayaan masyarakat sudah
barang tentu diperlukan agar masyarakat sadar untuk membayar pajak sehingga
mempermudah jalan aparatur untukmemungut. Kesemua laporan tersebut
haruslah jelas, transparan dan akuntabel~agar bisa mewujudkan tata pemerintahan
yang baik serta meningkatkan kepercayaan terhadap aparatur pengelolaan
pendapatan daerah. Hal serupajuga dikemukan NK selaku Staf yang mengatakan:

“lya benar kita harus transparan dek, semua laporan harus akuntabel, ini
dibuktikan dengan publik kepada masyarakat atau wajib pajak dan kepada
Bupati yang dilakukan setahun sekali untuk pertanggungjawaban yang
nantinya ada masukan dari semua kalangan masyarakai. Yang dimaksudkan
dengan publik, kita mengundang masyarakat dengan mengadakan pertemuan
untuk memberitahukan laporan penerimaan pagak daerah kita, semacam
pertanggungjawaban. Y ang nantinya dari mereka akan ada masukan kritik dan
saran” (Wawancara, 4 februari 2019).

Sistem informasi dari segi pengelolaan pajak daerah dilakukan ini diartikan
secara intern. Jadi sistem ini digunakan antar pegawai. Sistem keterbukaan dan

prosedur yang dilakukan dalam pengelolaan pajak adalah dengan menggunakan
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sistem keterbukaan mangemen daerah. Dalam system ini dilakukan untuk
mengel olaan pendapatan pajak daerah untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan wawancara kepada pihak terkait berkaitan dangan keterbukaan
yang dilakukan oleh Bapenda dalam terbukanya informasi terhadap pendapatan
paak daerah yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, baik pelaporan target
pendapatan, realisasi perolehan dana dan keterbukaan informasi yang dilakukan
melalui rapat mengenai penentuan sumber pendapatan yang akan dikenakan pajak
kepada wajib pajak serta memberikan pelaporan pendapatan baik target dan
realisasi yang akan dijalankan Bapenda untuk dijadikan sebagi pendapatan daerah
yang nantinya akan digunakan untuk kemajuan daerah, sedangkan cara melaui
seminar dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah daerah dan terkhusus kepada
Badan Pendapatan Daerah untuk-memberikan pengetahun secara langsung dan
melalui website kepada masyarakat atawr pun wajib pajak baru terkait pendapatan
dari pgjak daerah dan sekaligus mengsosislisasikan perolehan dan hasil yang
dicapal bapenda dalam hal ini sudah |aksanakan secara efektif semua keterbukaan
baik kepada masyarakat maupun kepada Bupati yang dilaksanakanya untuk
kemajuan daerah.

2. Tanggung Jawab

Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengel olaan
paak daerah harus mampu mempertanggung jawabkan seluruh komponen
pengelolaan. Tanggung jawab merupakan proses yang dilakukan untuk
mengetahui sgjauh mana pengelolaan anggaran pajak daerah yang dilakukan oleh

Bapenda tidak lepas dari tujuan yang ditetapkan sebelumnya sehingga perlu
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adanya evaluasi melalui pertanggungjawaban pendapatan dengan mengoreksi dan
memeriksa seluruh rencana pendapatan untuk mengetahui posisi  target
pendapatan dan cara yang dilakukan untuk memperoleh target yang maksimal.

Secara umum proses pengelolaan meliputi perencanaan seperti menetapkan
objek pajak yang akan dipungut serta penentuan target yang akan dicapai dan cara
yang digunakan untuk mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya,
pelaksanaan seperti melaksanakan semua rencana yang ditetepkan sebelumnya
untuk mencapai _hasil yang maksimal dari kegiatan yang telah di rencanakan
sebelumnya, pengawasan memberikan pengamatan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pemungutan pajak daerah dan mengenal perencanaan pendapatan yang
telah ditentukan sebelumnya, pelaporan terkait dengan hasil yang diperoleh baik
pelaporan pencapaiyan target dan kekurangan target yang ditentukan dan
pertaggungjawaban seperti membertkan tanggungjawab menegeni hasil yang
didapatkan dari proses pelaksanaan kegiatan yang telah di tentukan. Pengelolaan
merupakan inti dari pelaksanaan proses yang didasari pada pemikiran rasional dan
sistematis. Makadari itu mengandung unsur bahwa dalam pengelolaan ada proses,
ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai.

Tahap awa dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan di
Bapenda yaitu perencanaan dengan didasari oleh tugas dan fungsi struktur
organisas. Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Enrekang menyatakan bahwa :

“tujuan pedoman penyususnan rencana sesuai dengan tugas dan fungsi adalah
acuan bagi penyelenggara dalam melaksanakan segala bentuk penerimaan dari
paak daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah dan kami selalu
berperan aktif dalam segala bentuk pendataan sumber-sumber pagak daerah
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yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah baik sumber pendapatan yang
aktif dilakukan pemungutan maupun pendapatan yang belum bisa terlaksana
karena terbatasnya sumber yang dapat dijadikan sumber penerimaan karena
tiagp daerah berbeda dan perencanaan juga berbeda sesuai dengan kondisi
daerah. Kami selaku pihak Bapebda juga selalu berperan aktif sebagai
pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.”(wawancara, 4
februari 2019)

Kepala Bapenda dalam hal ini sebagai pemimpin atau sebagai top manejer
yang memiliki fungs sebagai pemimpin pelaksana tugas, menetapkan kebijakan
teknis terkait pencapaian target pendapatan daerah melalui paak daerah,
disamping sebagi fungsi diatas juga berwenang melakukan pemantauan kegiatan
terkait dengan proses pemungutan sumber-sumber pendapatan dari pajak daerah
dan pelaporan penerimaan pendapatan dari pajak daerah yang dijadikan sebagai
pendapatan asli daerah yang dapat- dinilai olen masyarakat dan pihak yang
berkompeten lainya melalui pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang memiliki sub bagian keuangan
yang akan mengelola semua dana dari sektor pajak daerah kemudian dilaporkan
sebagal pendapatan daerah yang akan dialokasikan untuk pembangunan daerah.

Proses penyusunan anggaran pendapatan dari pajak daerah merupakan langkah
yang positif untuk merealisasikan rencana pengembangan  daerah secara
menyeluruh yang telah disusun sebelumnya. Pada dasarnya penyusunan rencana
pengembangan dan pembagunan daerah merupakan perundingan atau kesepakatan
antara puncak pimpinan dengan pimpinan yang ada di bawahnya dalam
menentukan harus dialokasikan kemana pendapatan tersebut terlebi dahulu yang
dibutuhkan oleh masyarakat. Maka peneliti melakukan wawancara dengan

sekrtaris Bapenda :
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“Penyusunan rencana pendapatan itu diperloleh dari berbagai macam perolehan
pendapatan yang dijadikan satu sebagai hasil pendapatan asli daerah mulai dari
pajak daerah, retribusi daerah dan lainya yang terkait pendapatan daerah yang
telah ditentukan melaui rapat, baik rapat interna Badan Pendapatan
Pendapatan Daerah maupun rapat dengan aparat terkait seperti Bupati dan
Camat setelah disusun dan disetujui selanjutnya diproses oleh kepala bidang
perencanaan, pendaftaran dan pendataan.” (wawancara, 4 februari 2019)

Mengenai wawancara di atas kepada sekertaris Bapenda mengenai perencanaan
pengelolaan pajak daerah diperoleh dari berbagai macam sumber Pendapatan Adli
Daerah melalui rapat kordinasi dari bupati dan Bapenda serta pihak-pihak yang
terkait lainya untuk tujuan memajukan perekonomian dan pembangunan daerah
lebih meningkat. Selanjutnya wawancara dengan' kepala bidang perencanaan,
pendaftaran dan pendataan.

“Dalam proses perencanaan Badan.Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang
menggunakan rencana kerja yang sesua dengan tugas dan fungsi Bapenda
dangan metode yang terstruktur.yaitu melalui penetapan sumber yang akan
dipungut pajaknya sesui dengan jenis pajak yang dipungut daerah, setelah itu
menetapkan target perolehan yang harus dicapai dan pemanfaatan sumberdaya
manusia untuk menjalankan rencana kerja tersebut.” (wawancara, 7 februari
2019)

Proses perencanaan Bapenda ditetapkan sesui dengan tugas dan fungs untuk
menjalankan kewajiban perencanaan sesui dengan tugas dan fungsinya yaitu
melakukan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, pengendalian
serta mengevalusai untuk melaksanakan tugasnya sesui dengan rencana yang di
susun serta pencapaian target.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah menambahkan pendapatnya yang
mengatakan

“Pajak daerah adalah sumber terpenting penerimaan daerah dan oleh karena itu
penerimaan pajak daerah harus dilaksanakan secara obyektif dengan target dan
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sasaran yang jelas. Penerimaan pagak juga harus memperhatikan aspek
keadilan, daya saing ekonomi, kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan,
serta dengan biaya yang efisien”(Wawancara, 7 februari 2019)

Daam sistem pasar, harga (dalam arti luas) melakukan fungs utama sebagai
alokas sumber daya, dan ditentukan oleh hubungan antara penawaran (supply)
dan permintaan (demand). Sebagian pgak mempengaruhi harga relatif dan
karenanya mempengaruhi keputusan ekonomi melalui konsumer dan produser
keputusan berkaitan dengan apa yang harus dibeli, kombinasi atas input, pilihan
antara kerja dan waktu santai, serta antara konsumsi dan investasi.

Sistem pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat netral, yaitu
meminimakan distorsi harga relatif, dan untuk menghindari terjadinya insentif
dan disinsentif yang tidak diharapkan. Pendapat yang dikemukakan oleh IH
selaku Kepala Bidang Perencanaan; Pendaftaran dan Pendapatan mengatakan

“Mangemen pengelolaan perlu diterapkan dalam rangka pengelolaan pajak
daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di - Kabupaten.
Pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan dengan mangemen oleh pihak
Pemerintah Kabupaten Enrekang, yang terdiri atas 3 (tiga) ha vyaitu
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizng), dan actuating
(pelaksanaan). Dengan adanya manajemen pengelolaan pajak daerah tersebut
diharapkan dapat meningkatkan perolehan paak daerah Kabupaten
Enrekang.”(Wawancara, 7 februari 2019).

Pelaksanaan manajemen pengelolaan pajak daerah dapat dibagi dalam 3 (tiga)
hal yang meliputi:

Proses Perencanaan (Planning): Proses Perencanaan pada dasarnya dilakukan
oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas dasar upaya dan usaha merencanakan
bagaimanakah bentuk peningkatan pendapatan pajak daerah, khususnya dengan

me-manage berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan paak
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daerah. Dalam rangka proses perencanaan yang diterapkan dalam pelaksanaan
pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Daerah Kabupaten
Enrekang membuat target setigp Tahun Anggaran, yang setiap bulannya diukur
dengan indikasi apakah telah memenuhi target yang telah direncanakan atau tidak.

Proses Pengorganisasian (Organizing): Pengorganisasian merupakan
keseluruhan proses pengelompkan orang-orang,aat-alat tugas, tanggung jawab
atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat
digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
direncanakan. Pengorganisesian merupakan fungsi organik yang kedua dari
manajemen.

Proses Pel aksanaan (Actuating) Pelaksanaan disebut juga dengan penggerakan,
dalan ha melaksanakan perencanaan dan mengggerakan organisas yang telah
terbentuk. Penggerakan merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua
anggota kelompok suka berusaha guna mencapai Sasaran-sasaran agar sesuai
dengan perencanaan managerial dan usahausaha organisasi. Pelaksanaan
merupakan bagian terpenting dari proses pengelolaan karena sifat dan fungsinya
yang fundamental, karna berhubungan dengan orang-orang.

Actuating merupakan intisari dari mangjemen, karena banyak hubungannya
dengan unsur manusia, maka terdapat pula pendapat bahwa actuating merupakan
suatu seni dan penerapannya secara berhasil tergantung pada pemikiran yang
intensif.

Dalam hal pembagian kekuasaan dalam pengelolan pendapatan pajak daerah di

Kabupaten Enrekang. Pengelolaan pendapatan pajak daerah dilakukan secara
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terpisah-pisah menurut bidangnya dan Kepala Bidang diberikan wewenang penuh
untuk memungut dan mengurus pendapatan pajak daerah tersebut.

Permasalahan akan timbul sehubungann dengan pembagian kekuasaan dalam
pengelolaan pendapatan pajak daerah yaitu apabila kurangnya koordinasi dalam
pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah secara terpadu.
Koordinas dalam hal ini berarti mengatur dan membina kerja sama seluruh
administrasi. Maka akan dapat menyebabkan mudahnya terjadinya
penyelewengan. Seperti yang dikatakan oleh SN sedaku Kepala Bidang
Pembukuan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluas mengatakan :

“Untuk mencegah kebocoran di tiap-tiap bidang adalah dengan merubah pola
pembagian tugas dalam memperoleh pendapatan pajak daerah yang dibuat
sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi secara terpadu dan tidak
memudahkan terjadinya penyelewangan dan kebocoran dalam pengelolaan
pajak daerah”(Wawancara, 11 februari 2019).

Setiap organisasi, baik pemerintahan maupun swasta, untuk mencapai
tujuannya diperlukan suatu rencana yang dijadikan pedoman untuk memperoleh
hasil yang memuaskan. Agar terhindar dari kecurangan-kecurangan serta
kesal ahan-kesalahan maka diperlukan suatu pembinaan dan pengawasan. Seperti
yang dikatakan oleh NK selaku staff yang mengatakan

“Daam melaksanakan Anggaran Daerah, pengawasan dilakukan baik sebelum,
ketika maupun sesudah pelaksanaan Anggaran Daerah. Fungsi pengawasan ini
dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern maupun ekstern dengan jalan
pengawasan dari jauh atau dengan pemeriksaan setempat.” (Wawancara, 11
februari 2019)

Pentingnya pengawasan nampak pada susunan organisasi dari  setiap

departemen berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, maka setiap departemen
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dibentuk Inspektorat Jendera yang merupakan unsur staf yang melaksanakan
tugas pengawasan umum bagi masing-masing departemen yang bersangkutan.

Akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggungjawaban terhadap
penggunaan anggaran yang diperoleh dari berbagai macam objek pendapatan
daerah yang diperoleh oleh Bapenda sebagai salah satu sumber anggaran yang
digunakan untuk pembangunan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai
dengan perencanaan yang-telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah
ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka Bapenda melaporkan hasil
pendapatan secara bertanggung jawab. Hal ini- berarti Bapenda sebaga instansi
pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada msyarakat,
pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran pajak daerah.

3. Pemanfaatan Sumber Daya yangMemadai

Bentuk pemanfaatan sumber daya- secara optimal terhadap akuntabilitas
pengelolaan pemerintah daerah berkaitan dengan pemanfaatan dana yang
diperolah dari sumber-sumber PAD yang dijadikan sebagai perolehan dan
dikelola secara baik untuk pembangunan daerah.

Ekstensifikasi memiliki  arti penambahan secara kuantitatif. Artinya
ekstensifikasi dalam mengintensifkan sumber pendapatan daerah dalam hal ini
adal ah kasus pada pajak daerah. Ekstentensifikasi dalam mengintensifkan sumber
pendapatan daerah ini berkaitan dengan jumlah objek yang dikenakan pajak.
Dasar hukum penambahan jumlah objek pajak disebutkan dalam undang-undang
nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam UU no.

34 tahun 2000 ditentukan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah
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selain itu pemerintah daerah juga diijinkan untuk menyusun peraturan daerah
tentang pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai dengan undang - undang.
Mengintensifkan atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan
disini diartikan sebagai mengusahakan dengan kesungguhan yang maksimal
dengan cara untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan

yang telah ada agar hasilnya memuaskan dan |ebih optimal.

a Manusia

mengenai - pemanfaatan sumber daya Secara optimal tidak lepas kaitanya
dengan orang atau manusia sebaga pelaksana proses pengelolaan program yang
dilakukan, maka apabila manusia dalam hal ini melaksanakan dengan kapasitas
mereka dan sesui dengan rencana. kerja yang telah ditentukan sebelumnya.
Kepala Bapenda mengungkapkan Kketeranganya tentang pemanfastan sumber
daya manusia untuk peningkatan pendapatan daerah :

“Mengenal pemanfaatan sumber daya manusia di Badan Pendapatn Daerah

Kabupaten Enrekang, kami sudah cukup memaksimalkan kenerja teman-teman

baik yang berada di kantor dan yang ada dilapangan untuk sama-sama bekerja

untuk meningkatkan pendapatan daerah dari berbagar macam sumber

pendapatan dan menggali potensi yang dapat digali untuk di jadikan seber

pendapatan lain untuk memajukan daerah dari pendapatan pgjak daerah ” (HL,

4 februari 2019)

Sumber daya manusia yang bagus akan menjadi faktor pendukung dalam setiap
pencapaian tujuan organisasi. Perangkat organisasi BAPENDA yang professional
pasti akan mendukung misi peningkatan kualitas pelayanan. Sumber daya

manusia menjadi faktor pendukung juga karena pelaksanaan kegiatan sehari-hari

yang dilakukan pegawainya. Jika kualitas sumber daya manusia masih buruk
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maka kualitas pelayanan pasti juga buruk. Jadi penyiapan sumber daya manusia
yang baik akan membantu mewujudkan visi dan misi dari organisasi. Hal ini
seperti yang diungkapkan oleh NH selaku sekertaris Badan Pendapatan Daerah
yang mengatakan:

“Pemanfaatan sumber daya manusia sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin
tetapi terkadang terdapat kekurangan tentang kami, sudah manfaatkan semua
sumber daya tapi terkadang tidak ada feedbeck anggaran yang diperoleh.
Pemanfaatan anggaran sudah dimanfaatkan dengan cukup bak tetapi harus
ditingkatkan lagi karna masalahnya di Kabupaten Enrekang kebanyakn
pendapatan masyarakatnya melalui usaha kecil dan menengah mengakibatkan
kurangnya anggaran yang diperoleh masih tergolong kecil apalagi mengangkut
target perolehan pajak daerah.” (Wawancara, 11 februari 2019).

Sehubungan dengan wawancara di atas oleh NH selaku sekertasis Bapenda
menegenal  pemenfaatan sumber daya manusia menambahkan pernyataanya
sebagal berikut:

“Masyarakat sadar, yang pertama memang sangat penting jika kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak itu tinggi karena bagaimanapun mereka
juga bayar pajak” (Wawancara, 11 februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang pemanfaatan sumber daya
manusia dapat saya simpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia di
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sangat baik dan sudah
dilakukan dengan mekanisme yang sudah ditentukan sebelumnya melalui cara
kerja dan pengelolaan hasil perolehan anggaran dari berbagai macam petensi dari
pengelolaan yang termasuk dalam pagak daerah. Akan tetapi juga memiliki
kekurangan yaitu mengenai pemanfaatan sumber daya manusia yang sudah
maksimal tetapi terkadang tidak diikuti oleh timbal balik anggaran pendapatan

dangan pemanfaatan sumber daya yang maksimal. BAPENDA selau bekerja
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secara maksimal untuk meningkatkan perolehan anggaran secara maksimal dan
selalu menggaali potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor
pajak daerah.

Berikut cara yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Enrekang dalam mengintensifkan sumber pendapatan daerah :
1) Pendapatan wajib pajak baru

BAPENDA Kabupaten Enrekang memotivasi perangkat daerahnya untuk
melakukan penjaringan calon wajib pajak. Penjaringan wajib pajak baru tentunya
untuk menambah jumlah pendapatan asli daerah. Hal ini dikemukakan olen NH
selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah yang mengatakan :

“Menjaring, untuk menambah wajib pajak baru. Selain kita terus mengingatkan
yang tidak mau membayar pajak, di UPTD kita juga menjaring wajib paak
baru. Sambil diliatlah ini layak untuk jadikan pajak atau tidak. Mengenai
persentasi wajib pajak yang belum terdaftar padatahun 2018 untuk wajib pajak
yang saya tanggani yaitu pajak hotel dan hiburan sekitar 8%.(Wawancara, 11
februari 2019)

Motivas yang dilakukan BAPENDA kepada pegawainya dengan memberikan
insentif setiap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru. Insentif yang diberikan
pada pegawainya berbentuk wvang. Ha ini sesual dengan yang disebutkan
infforman sgja yaitu IH selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan
Pendapatan yang mengatakan :

“Insentif itu semakin banyak mereka mendapatkan calon wajib pajak, mereka
akan diberi penghargaan berupa uang, gitu yah. Satu NPWP sekian rupiah”
(Wawancara, 11 februari 2019)
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Menurut informan satu NPWP yang berhasil dijaring maka pegawai tersebut
mendapatkan sekian rupiah maka semakin banyak NPWP yang dijaring juga
insentifnya makin besar.

2) Pemeriksaan tarif wajib pajak

Pemeriksaan tarif pajak melalui observasi lapangan untuk penghitungan pajak
yang akan dibayar atau telah dibayar. Observasi ini dilakukan untuk upaya wajib
pajak yang tidak melaporkan pajaknya. Pemeriksaan tarif pajak ini dilakukan ke
lapangan sehingga pajak bisa dihitung secara kasar. Pemeriksaan tarif pagjak ini
dilakukan. dengan dua cara yaitu self assessment dan official assessment. self
assessment sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada
wajib pgjak untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Sedangkan official
assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan
kepada pihak ketiga untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Jadi wajib
pajak berhak menghitung memakai jasa audit sendiri untuk menghitung pajaknya,
seperti yang dikemukakan olen SN selaku Kepla Bidang Pembukuan, Pelaporan,
Monitoring dan Evaluasl yang mengatakan

“Kita memakal cara observasi lapangan dalam upaya untuk menaikkan tarif
paak dari wagjib pagak. Ini dilakukan dengan self assessment dan official
assessment. Untuk wajib pgak yang tidak melaporkan pajaknya. Melakukan
observas lapangan oleh staff Bapenda dan bersama dengan bidang pembinaan
dan penagihan sehingga dapat dihitung perkiraan kasarnya. Ini digunakan
untuk menaikkan pajak yang bersangkutan” (Wawancara, 11 februari 2019)

Jadi observas langsung ini sangat diperlukan untuk menilai kebenaran
perhitungan pajak yang dibayar oleh wajib pgak yang bisa dijadikan referens

untuk BAPENDA dapat menaikkan tarif pajak wajib pajak tersebut.
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Hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah senantiasa selalu dilakukan
dengan baik demi kepercayaan masyarakat untuk membayar pagjak. Sistem jemput
bola yang dijalankan oleh BAPENDA selain meningkatkan pendapatan juga
membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

“Sudah menjadi kebanggaanlah karena kita sistemnya dengan wajib pajak itu
Mereka dihargai oleh kita karena peran merekalah sangat penting untuk
pembangunan daerah” (Wawancara dengan NK selaku Staff, 11 februari 2019).

Hubungan yang baik antara Bapenda dan masyarakat dapat menjadi modal
yang baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pembentukan tim yustisi
dan tim audit memang kontras dengan hubungan kemitraan ini. tetapi tujuan
akhirnya memang untuk peningkatan kesadaran masyarakat kabupaten Enrekang
dalam pembayaran pajak. Pendataan calon wajib pajak baru dilakukan dengan
sistem survel jadi masyarakat tidak perlu melakukan datan ke kantor BAPENDA
untuk mendaftarkan diri. Sedangkan pemeriksaan tarif pajak dilakukan dengan
jalan survei sehingga Bapenda juga punya data yang matang untuk menaikkan
tarif ataupun memberikan keringanan pada objek paak dalam pembayaraan
pajaknya.

Dari carayang dilakukan BAPENDA ini memang memberikan hasil yang tidak
terldu signifikan. Pelaksanaan ini masth menghadapi masalah dari berbagai
faktor. Faktor sosia merupakan faktor yang paling sensitif karena tujuan
pelimpahan wewenang adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat dan bukan menambah beban pgak. Keterangan yang diberikan
informan, secara implisit, menjelaskan bahwa untuk menambah objek pajak di

Kabupaten Enrekang harus memperhitungkan kondisi masyarakat yang tingkat



70

pendapatannya masih cukup rendah. Penambahan objek pagak hanya akan
menambah beban masyarakat, terutama yang tingkat pendapatannya masih
rendah.
b. Anggaran

Dalam proses pemenfaatan sumber daya mengenai anggaran pengelolaan pajak
daerah perlu diamati apakah dalam pengelolaanya sudah tepat waktu,terlaksana
dengan baik dan lain-lain. Menurut HL selaku kepala Bapenda Kabupaten
Enrekang sebagai penanggung jawab memaparkan pendapatnya sebagai berikut :

“apabila untuk masalah pengelolaan anggaran dari pajak daerah selalu tepat
wakatu tetapi kadang di satu periode anggaran yang diperoleh tidak mencapai
target yang telah ditentukan sebelumnya. (wawancara, 4 februari 2019)

Menurut pendapat kepala Bapenda diatas dapat kita menggambil maksud dari
pernyataanya bahwa dalam pemanfaatan sumber daya anggaran yang diperoleh
dari hasil pungutan kepada wajib pajak terkait sumber penerimaan daerah dari
semua komponen pendapatan pajak daerah selalu tepat waktu dalam pemungutan
dan pelaporanya. Mengenai pendapatan yang diperoleh dari tahun ketahun selalu
memperlihatkan kenaikan tetapi dari kenaikan tersebut juga ada beberapa periode
yang pendapatanya berkurang atau tidak mencapal target yang telah di tentukan
yang harus dicapai. Mekanisme pelaporan pendapatan pgak daerah yang
pel aksanaanya sudah dilaksanakan secara tepat waktu oleh Bapenda, menurut SN
kepala bidang pembukuan, pelaporan, monitoring dan evalusa juga memaparkan
bahwa :

“mekanisme pengelolaan anggaran dari pajak daerah melalui pelaporan setiap
triwulan (3 bulan), dimana kami harus terlebih dahulu mematuhi sistem dan
prosedur yang diperlukan yaitu yang pertama harus membuat surat perjanjian
dan surat pernyataan dari pemerintah daerah terkait PAD apa sgja yang boleh
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dipungut oleh BAPENDA, kemudian membuat rencana anggaran mau
dia okasikan kemana terlebih dahulu sesuai dengan kebijakan Bupati, membuat
usulan pengalokasian anggaran. Maka pihak BAPENDA wajib membuat
laporan pertanggungjawaban hasil anggaran dari pajak daerah setiap triwulan
kepada pemerintah daerah atau khusus kepada bupati” (wawancara, 7 februari
2019)

Hal senada juga dismpaikan terkait dengan perolehan pendapatan dari pajak
daerah oleh staf Bapenda Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“Alhamdulillah untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 menurut data kami
anggaran yang diperoleh sudah cukup baik mencapai target yang telah di
tentukan semuanya dari tahun ke tahun selalu mencapa target pendapatan
anggaran dari hasil pungutan sumber-sumber pendapatan sali daerah dari
sektor pajak daerah. Sehingga kami tidak harus memutar otak mencarai sumber
pendapatan lain untuk mengaias kekurangan anggaran Yyang akan
dikelolauntuk kemajuan daerah pada khususnya”(wawncara, 7 februari 2019)

proses atau mekanisme anggaran pajak daerah yang nantinya akan digunakan

untuk kebutuhan pembangunan daerah sampai saat ini dilakukan sesui dengan alur
yang di tetapkan yaitu mula dari peroses perencanaan, pendataan sumber PAD
yang dapat dipungut, pelaporan pendapatan dari sektor pajak daerah sampai
proses pelaksanaan daerah dari hasil pendapatan asli daerah. Adapun yang
menjadi penyebab keterlambatan pelaporan dan penyaluran anggaran karna
diakibatkan tidak tercapainya target pendapatan dari para wajib pajak yang masi
terutang belum di bayarkan yang mengakibatakan pelaporan terlambat yang
dimana anggaran tersebut harus seladu di laporkan setigp 3 bulan dan akan
dianggarkan setiap 1 tahun.

Berdasarkan data yang diberikan oleh informan diatas berikut adalah data hasil
pemungutan pajak tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 yang dapat dilihat pada table

berikut :
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tiga tahun terakhir pendapatan pajak
daerah setiap tahunnya bergerak secara fluktuatif. Hal ini dilihat pada tahun 2016
penadapatan dari pgjak daerah sebesar Rp 9.147.403.707 dari anggaran yang
ditargetkan sebesar Rp 7.737.000.000 presentase peningkatan sebesar 118,23%
yaitu sebesar Rp 1.410.403.707. Pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa pendapatan
dari pajak daerah sebesar Rp 12,069,280,389 dari anggaran yang ditargetkan
sebesar Rp 9,965,000,000 dengan presentase peningkatan sebesar 174,13% atau
meningkat sebesar Rp 2.104.280.389. Sedangkan pada tahun 2018 dapat dilihat
bahwa dari pendapaian paj ak ‘daerah sebesar Rp 7,183,994,576 dari anggaran yang
ditargetkan sebesar Rp 9,965,000,000 presentase penurunan sebesar 101,02%
atau menurun sebesar Rp 2.781.005.424 dikarnakan pada tahun ini mengalami
penurunan diakibatkan karna masi- banyak wajib pajak yang belum membayarkan
paaknya yang menjadi pendapatan terutang dengan Bapenda mengakibatkan
perolehan pendapatan dari pajak daerah tidak mencapal target yang diinginkan.

Dari hasil wawancara dan tabel pendapatan anggaran dari pajak daerah yang di
peroleh dari perolehan wajib pajak dari berbegi macam sumber pendapatan.
Pemanfaatan suber anggaran yang antinya digunakan untuk kebutuhan daerah
baik itu pembangunan jalan, pembanganan fasilitas umum, pembangunan lainya
dan perawatan fasilitas daerah penujang pertumbuhan daerah, belanja daerah,
pembenahan fasilitas kinerja pegawai dan tabungan daerah. Pendapatan yang di
kelola dan pungutan pendapatan dari pagak derah oleh Bapenda sedah

dilaksanakan dengan baik akan tetapi juga memiliki kekurangan dari perolehan
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yang tidak mencapai target pendapatan penyebabnya karena minat masyarakat
untuk membayarkan kewajibanta untuk membayar pajak.
4. peningkatan Efektif dan Efisien

Menurut Undang-undang RI No0.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
pasal 1 ayat 15 diungkapkan pengertian pendapatan daerah yaitu: pendapatan
daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
berssh dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Setelah sumber
pendapatan daerah dapat dikenai pajak, maka perlu juga dipertimbangkan apakah
suatu pajak telah didapat secara efektif digali, dikenakan, dinila atau dipungut
tersebut maupun administrasi oleh Pemerintah Daerah. Teori development from
below, berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada
Pemerintah Daerah dari pada kepada Pemerintah Pusat kareana mereka dapat
secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka
(Davey, 2003).

Hal ini didukung oleh hasil wawancara HL selaku Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatakan :

“Peningkatan efektif dan efisien anggaran yang di peroleh melaui pungutan
kepada wajib pajak sudah dilakukan sesual dengan peruntukannya untuk
pembiayaan rutin yaitu belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan
sebagai tabungan pemerintah daerah. Dan secara efektifitas yaitu sgauh mana
keberhasilan tersebut, dengan di bangunnya jalan baru dan perluasan jalan baru
serta pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, Marka jalan dan
belanja barang lainya.”(Wawancara, 4 februari 2019)

Dalam mengoptimalkan dan meningkatkan PAD Kabupaten Enrekang, ada
upaya tersendiri yang dilakukan oleh Bapenda yang beruwud upaya untuk

menjalankan tugas pokok Bapenda. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan
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anggaran dari pgak daerah yaitu efisen dan efektifitas. Pertama efisien
maksudnya dalam hal ini anggaran yang diperoleh dari hasil pungutan pajak dari
berbagai macam sumber pendapatan daerah digunakan dengan sebaik-baiknya.
Kedua, efektifitas maksudnya kelanjutan dari efisien diatas, artinya efektifitas
sgjauh mana keberhasilan yang dicapai dari hasil keputusan yang pertama. Dan
efektifitas ini bisa berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan
sbelumnya. Seperti yang ditegaskan oleh NH selaku Sekretaris Badan Pendapatan
Daerah yang mengatakan :

“Terkait dengan-apakah pelaksanaan pengelolaan pendapatan pajak daerah
sudah efektif dan efisien dilaksanakan kami sudah efektif dan efisien ditandai
dengan terwujutnya pembangunan daerah seperti pembangunan dan pelebaran
jalan baru yang diambil dari anggaran PAD karna peruntukanya juga untuk itu
dan masih banyak peruntukan peruntukan lain untuk seluruh pembangunan
daerah.” (Wawancara, 11 februari-2019)

Penggunaan anggaran dari pajak dacrah harus didasarkan pada kesepakatan
keputusan bersama sesui dengan tugas dan pungsinya serta hasil dari kesepakatan
harus di tuangkan secara tertulis serta berapa hasil pajak daerah dari peninggakat
Pendapatan Asli Daeah. Lebih jelasnyalagi seperti yang dikatakan oleh SN kepala
bidang pembukuan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi yang mengatakan
sebagiat berikut:

“Anggaran  dari  pajak daerah  digunakan untuk  membiayaan
pembangunan,bel anja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan juga sebagai
tabungan pemeliharaan daerah dari semua aspek yang terdapat didaerah,
pemanfaatanya sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan atau dengan
peraturan daerah. Kami mengelola anggaran dari pajak daerah secara baik,
jelas dan tersruktur sesui petunjuk pemanfaatannya”(wawancara 18 februari
2019)
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Intensifikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan hasil agar lebih
baik dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Dari pengertian tersebut
maka intensifikasi pgjak daerah merupakan usaha untuk meningkatkan hasil
pemungutan pajak daerah dan mengefisiensikan cara pemungutan pajak pada
obyek dan subyek yang sudah ada. Upaya yang dilakukan antaralain berupa :

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan T erhadap Wajib Pajak

Pelayanan merupakan fungs utama dari pemerintah ialah mengatur,
memerintah, menyediakan fasilitas, serta memberikan fasilitas, serta memberi
pelayanan kepada masyarakeat. Semua itu menjadi tanggungjawab dari pelayanan
pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ha pelayanan
tidak langsung pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang
memungkinkan badan - badan non pemerintah mengambil bagian pelayanan
tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
antaralain:

1) Berusaha mewujudkan pelayanan yang prima

Pelayanan prima adalah adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan
kepedulian terhadap pelanggan, upaya untuk melayani dengan tindakan yang
terbaik dan ada tujuan untuk memuaskan pelanggan yang berorientas pada
layanan tertentu, atau dengan kata lain pelayanan yang terbaik yang diberikan
sesuai dengan standart mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi
harapan. Dari segi pelayanan yang langsung kepada masyarakat, BAPENDA

kabupaten Enrekang punya standarisasi tersendiri yang tercantum dalam standart
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pelayanan minimal yang terdapat dalam perda. Tetapi selain itu ada kriteria yang
dimiliki dinas sebagai wujud pelayanan yang baik yang dilakukan. Misalnya,
ramah, murah senyum, sopan, mengutamakan pelayanan prima. Hal ini juga
dikemukakan oleh IH sedlaku Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan
Pendapatan yang mengatakan :

“Kriteria pelayanan baik ya ramah, murah senyum, baik, sopan, mengutamakan
pelayanan prima, datang tepat waktu. Ya yang paling penting disiplin tepat
waktu kalau wajib pajaknya mau bayar terus pegawa yang mengurus tidak
datang tepat waktu kan juga sama aja. Nanti jadinya malah tidak ada transaksi”
(Wawancara, 11 februari 2019).

Hal serupa juga dikemukakan oleh SN selaku Kepala Bidang Pembukuan,
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi yang mengatakan :

“Kalau bicara, pelayanan, ya kita sebisa mungkin memberikan yang terbaik,
karena kepala dinas setiap apel pagi- selalu berpesan kepada semua pegawai
kalau wajib pajak yang datang membawa uang, sedapat mungkin uang tersebut
tidak dibawa pulang sehingga proses perpajakan segera dilakukan sehingga
wajib pajak pulang dengan tidak ada penundaan pelayanan” (Wawancara, 12
februari 2019)

Jadi jika kita bicara upaya untuk mewujudkan pelayanan prima sebagai tolak
ukur yang digunakan sebagal rujukan mutu pelayan yang diberikan kepada
masyarakat. Ada beberapa harapan masyarakat dengan pelayanan adalah dilayani
dengan cepat, tepat, akurat, mudah atau murah, dan ramah, diberlakukan dengan
sungguh sungguh, sopan dan adil. Diharapkan dengan adanya standar pelayanan
minimal dari pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat akan bisa
meningkatkan kualitas organisasi.

Selain itu dalam ruang pelayanan dapat dilihat ada kotak kritik dan saran yang

diletakkan sebelum pintu masuk ruang. Masyarakat bisa mengadukan keluhan
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tentang pelayanan yang dirasanya kurang baik melalui loket pengaduan atau kotak
pengaduan kritik dan saran yang ada di kantor dinas.
2) Peninjauan peraturan daerah tentang pajak daerah

Peninjauan peraturan daerah merupakan cara yang dilakukan dengan
peninjauan ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah karena merubah harga
dasar pengenaannya. Peninjauan peraturan daerah yang sudah tidak layak
merupakan cara yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Enrekang untuk
memperbaharui peraturan yang dianggap sudah tidak sesuai. Peninjauan ini bisa
meningkatkan pendapatan daerah karena hasilnya bisa merubah dasar pengenaan.
Seperti yang dikemukan NK selaku Staff yang mengatakan :

“Peninjauan perda tentang pajak ini baru di diskusikan untuk Kabupaten
Enrekang. Walaupun sudah ditetapkan sejak beberapa tahun sebelumnya, tapi
untuk di Enrekang sendiri ini baru mau dikenakan kemudian perubahan perda
yang lama, misal kenaikan pengenaan pajak juga kita pernah lakukan, tetapi
ada sosiadlisasi yang diberikan kepada perwakilan dari masyarakat.”
(Wawancara, 12 februari 2019).

Berdasarkan informasi tersebut maka peninjauan atas peraturan daerah tentang
paak yang baru atau yang lama, termasuk ke dalam upaya untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah.

3) Sistem jemput bola

Sistem ini merupakan salah satu bentuk nyata dari visi pelayanan prima
Kesadaran masyarakat untuk membayar pagjak masih cukup rendah, sehingga
merasa perlu untuk jemput bola. Hal ini ditegaskan oleh HL selaku wakil Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatakan :

“Salah satu upaya PAD agar bisa optimal ya itu dek, kita jemput bola. Jadi
masih banyak wajib pgak yang masih kurang sadar untuk membayar pajak,
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kita punya tim untuk jemput bola itu. Itu dilakukan oleh pegawal di cabang
masing — masing. Misal ada warung yang harus membayar pajak 15 ribu dia
harus datang kesini belum lagi ongkos bensin. Atau warungnya lagi ramai
kemudian tidak bisa kesini, ya kita coba menjemput pajak mereka dengan
istilah jemput bola” (Wawancara, 4 februari 2019)

Ha yang sama juga dikemukakan oleh saudara NH selaku Sekretaris Badan
Pendapatan Daerah yang mengatakan :

“iya dek warung kami juga kena pajak, Cuma kami tidak dating langsung ke
dinas, tapi ada stafnya yang setiap bulan dating ke warung untuk mengambil
pajak. Jadi kamu tidak perlu repot-repot untuk mengurusnya. Selain kami ini
memberikan keringanan untuk kami tidak mengurus suratsurat, kami juga irit
ongkos untuk ke sana mengurus. Pokoknya kita dimudahkan dengan system ini
mbak’ ” (Wawancara, 11 februari 2019)

Pemungutan pajak dengan sistem ini biasanya dilakukan pada rumah makan
atau warung-warung yang sudah memenuhi syarat untuk kena pajak dan milik
orang di Kabupaten Enrekang. Ini. merupakan bentuk pelaksanaan vis optimal
dalam pelayanan.

Ini dilakukan Bapenda Kabupaten Enrekang dengan Upaya agar bisa dirasakan
akan lebih berhasi! daripada cara mengintensitkan sumber pendapatan yang sudah
disebutkan diatas. Karena Bapenda bertujuan untuk melakukan pelayanan dengan
lebih baik. Berusaha mewujudkan pelayanan prima adalah cara yang paling tepat
untuk mencapai visi Kabupaten Enrekang dengan profesionalisme pelayanan
prima. Ini diharap masyarakat akan merasa nyaman dengan pelayanan yang
diberikan oleh aparatur Negara. Hal ini perlu karena dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk membiaya pelayanan publik

dan pembangunan daerah.
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C. Pembahasan Hasil Pendlitian

Dalam proses akuntabilitas pengelolaan pgak daerah di Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Enrekang mengenai hasil wawancara penelitian ke dalam

karegori penarikan kesimpulan secara induktif sesuai dengan apa yang telah

dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa akuntabilitas pengelolaan pajak

daerah akan dianalisis menggunakan teori akuntabilitas dari Hulme dan Turney,

akuntabilitas terkait dengan pengertian dari berbagai bentuk dari indikator berikut

ini.

Keterbukaan  pemerintah  daerah  terhadap - pertanggung jawaban
pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan secara rinci baik biaya dan

jumlah pembiayaan dan dipertanggungjawabkan secara jelas.

. Tanggung jawab pemerintah, daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan

pajak daerah harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh komponen
pengelolaan.

Pemanfaatan sumber daya secara optima terhadap akuntabilitas
pengelolaan pemerintah daerah berkaitan dengan pemanfaatan dana yang
diperolah dari sumber-sumber PAD yang dijadikan sebagai perolehan dan

di kelola secara balk untuk pembangunan daerah.

. Peningkatan efektif dan efisien terhadap akuntabilitas pengelolaan pajak

daerah yang dilakukan pemerintah daerah sebagai hasil dari pengukuran
atau pencapaiyan sasaran dan tujuan yang sudah di tetapkan sebelumnya

apakah sesuai dengan rencana.
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1. Keterbukaan

Hasil wawancara pada keterbukaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Enrekang dalam akuntabilitas pengelolaan pajak daerah dilaksanakan sesuai
dengan tugas dan fungs Bapenda Bentuk keterbukaan pemerintah daerah
terhadap pertanggung jawaban pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan
secara rinci baik biaya dan jumlah pembiayaan dan dipertanggungjawabkan
secara jelas. Keterbukaan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui
tentang informasi pajak daerah sesua dengan tugas dan fungs Bapenda baik
keterbukaan kepada masyarakat maupun kepada bupati melalui rapat mengenai
penentuan sumber pendapatan yang akan dikenakan pajak kepada masyrakat
maupun wajib pajak serta memberikan pelaporan pendapatan baik target dan
realisas yang akan dijalankan Bapenda untuk menjadi pendapatan daerah yang
nantinya akan digunakan untuk kemajuan daerah, sedangkan cara melalui
seminar dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah daerah dan terkhusus
kepada Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan pengetahun secara
langsung dan melalui website kepada masyarakat atau wajib pajak baru terkait
pendapatan dari pajak daerah dan sekaligus mengsosislisasikan perolehan dan
hasil yang dicapai dari PAD sudah dilaksanakan dengan efisien.

2. Tanggung Jawab

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan bahwasanya pada
tanggung jawab pengelolaan yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah
meliputi perencanaan yaitu menetapkan objek pajak yang akan dipungut serta

penentuan target yang akan dicapai dan cara yang digunakan untuk mencapai
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target yang sudah ditentukan sebelumnya, pelaksanaan yaitu melaksanakan
semua rencana yang ditetepkan sebelumnya untuk mencapai hasil yang
maksimal dari kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya, pengawasan
memberikan pengamatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan
paak daerah dan mengena perencanaan pendapatan yang telah ditentukan
sebelumnya, pelaporan terkait dengan hasil yang diperoleh baik pelaporan
pencapaiyan target -dan kekurangan target yang ditentukan dan
pertaggungjawaban seperti memberikan tanggungjawab menegeni hasil yang
didapatkan dari- proses ' pelaksanaan kegiatan yang telah di tentukan.
Pengelolaan merupakan inti dari pelaksanaan proses yang didasari pada
pemikiran rasional dan sistematis.

Tanggung jawab terhadap  penggunaan anggaran yang diperoleh dari
berbagai macam objek pendapatan- daerah yang diperoleh oleh Bapenda
sebagal salah satu sumber anggaran yang digunakan untuk pembangunan
daerah yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang
telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan
yang berlaku, maka Bapenda melaporkan hasil pendapatan secara bertanggung
jawab sudah dilaksanakan dengan baik dan sesui dengan peruntukanya kepada
masyarakat dan kepada daerah atau kepada Bupati.

. Pemanfaatan sumber daya yang memadai

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan bahwasanya pada

pemanfaatan sumber daya yang memadai terkait akuntabilitas pengelolaan

pajak daerah, mengenai pemanfaatan sumber daya secara optimal tidak lepas
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kaitanya dengan orang atau manusia sebagali pelaksana proses pengelolaan
program yang dilakukan, Sumber daya manusia yang bagus akan menjadi
faktor pendukung dalam setigp pencapaian tujuan organisasi. Perangkat
organisas BAPENDA yang professiona pasti akan mendukung misi
peningkatan kualitas pelayanan. Sumber daya manusia menjadi faktor
pendukung karena pelaksanaan kegiatan sehari-hari  yang dilakukan
pegawainya. Jika kualitas sumber daya manusia masih buruk maka kualitas
pelayanan pasti-juga buruk. Jadi penyiapan sumber daya manusia yang baik
akan membantu- mewujudkan visi dan misi dari organisesi. maka apabila
manusia dalam ha ini melaksanakan dengan kapasitas mereka dan sesui
dengan rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Pemanfaatan manusia
dalam pencapaian hasil dari akuntabilitas pengelolaan pagak daerah sudah
dilakukan dengan sangat baik dan sudah dilakukan dengan mekanisme yang
sudah ditentukan sebelumnya melalui cara kerja dan pengelolaan hasil
perolehan anggaran dari berbagai macam petens dari pengelolaan yang
termasuk dalam pajak daerah, pemanfaaian sumber daya manusia sudah sangat
di optimalkan oleh Bapenda untuk meningkatakan pelayanan dan peningkatan
pendapatan yang dipungut dari wajib pajak.

Faktor yang kedua dalam pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh
Bapenda terkait akuntabilitas pengelolaan pajak daerah yaitu anggaran yang
diperoleh dari hasil pungutan kepada wajib pajak dari semua komponen
pendapatan pajak daerah selalu tepat waktu dalam pemungutan dan

pelaporanya. Pendapatan yang diperoleh dari tahun ketahun selalu
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memperlihatkan kenaikan tetapi dari kenaikan tersebut juga ada beberapa
periode yang pendapatanya berkurang atau tidak mencapai target yang telah di
tentukan yang harus dicapai. Anggaran pajak daerah yang nantinya akan
digunakan untuk kebutuhan pembangunan daerah sampai saat ini dilakukan
sesui dengan alur yang di tetapkan yaitu mulai dari peroses perencanaan,
pendataan sumber PAD yang dapat dipungut, pelaporan pendapatan dari sektor
paak daerah sampa proses pelaksanaan daerah dari hasil pendapatan adli
daerah untuk |ebih meningkat lagi dari target yang ditentukan.
. Peningkatan efekiif dan efisien

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan bahwasanya pada
peningkatan efektif dan efisien terkait akuntabilitas pengelolaan pajak daerah
Kabupaten Enrekang, peningkaian efektif dan efisien anggaran yang di peroleh
melaui pungutan kepada waib’ pajak sudah dilakukan sesuai dengan
peruntukannya atau dengan efisien untuk pembiayaan rutin daerah yaitu
belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan sebagai tabungan pemerintah
daerah. Dan secara efektifitas yaitu sejauh mana keberhasilan tersebut, dengan
di bangunnya jalan baru dan perluasan jalan baru serta pemeliharaan
infrastruktur seperti jalan, jembatan, Marka jalan dan belanja barang lainya
serta dalam pelaksanana efektif dan efisien sudah dilaksanakan dengan baik
tetapi juga perlu lebih ditingkatkan lagi untuk perkembangan daerah yang lebih
maju. Anggaran dari pajak daerah harus didasarkan pada kesepakatan

keputusan bersama sesui dengan tugas dan pungsinya.



BAB V
PENUTUP
A. Kesmpulan

Berdasarkan anadlisis hasil dari pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat digjukan adalah sebagai berikut:

Keterbukaan yang dilakukan oleh Bapenda sudah cukup baik dimana
keterbukaan yang dilakukan yaitu dengan melaui pelaporan baik melalui rapat,
seminar dan penyuluhan. Dari segi pengoptimalan pajak daerah, keterbukaan ini
dilakukan secara eksternal. Yaitu dengan mengadakan sosialisasi secara berkala
kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui peraturan baru yang sudah dibuat
untuk menarik kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak..

Pertanggungjawaban sudah “difaksanakan dengan cukup baik melalui
pelaporan secara rinci  balk proses perencanaan sampal  dengan
pertanggungjawaban yang diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak
Daerah Kabupaten Enrekang.

Pemanfaatan sumber daya yang memadai yang dilakukan oleh Bapenda
melalui pemanfaatan manusia dan pemanfaatan anggaran sudah dimanfaatkan
dengan cukup baik tetapi terkadang juga pemanfaatan manusis sudah maksimal
tetapi umpan balik dari anggaran yang diperoleh terkadang kurang dari taget yang
ditentukan.

Peningkatan efektif dan efisien sudah dilaksanakan dengan cukup baik
ditandai dengan pengelolaan hasil dari pungutan pajak daerah digunakan untuk

kebutuhan daerah baik pembagunan, memeliharaan daerah.

85



86

B. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka beberapa saran digjukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Demi terwujutnya akuntabilitas pengelolaan pajak derah yang efektif Bapenda
Kabupaten Enrekang diharapkan dapat mengatur pola pembiayaan dan
pemanfaatan anggaran pajak derah yang lebih terbuka lagi. Bak
pertanggungjawaban, dengan memanfaatkan - sumber daya secara optimal
dengan pengadaan sarana prasarana yang |ebih memadai, serta menjalankannya
secara seefektif dan seefisien mungkin.

2. Terkait dengan keterbukaan didalam penelitian ini sudah baik daam
pengimplementasianya baik itu pelaporan hasil yang dicapai, target dan
realisas bak yang tercapi dan tidak tetapi perlu ditekankan agar lebih baik lagi
dalam pelaksanaanya.

3. Terkait dengan tanggungjawab Bapenda kepada masyarakat dan Bupati agar
Pada tahun anggaran berikutnya, hendaknya kinerja Bapenda Kabupaten
Enrekang dapat lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan
melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang
mantap, aman, dan kondusif sehingga tuntutan masyarakat untuk membayar
pgak sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku dan
menghendaki transparansi, akuntabilitas dan kepemerintahan yang bebas KKN
dapat terwujud.

4. Terkait dengan pemanfaatan sumber secara optima diharapikan Bapenda

Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan pendapatan dari pajak Daerah
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yankni dengan menggali potensi-potensi lain yang dapat meningkatkan
pendapatan Daerah selain dari sember-sumber yang sudah ada agar pendapatan
Daerah lebih meningkat dan Iebih majul.

. Meningkatkan partisipasi masyarakat atau wajib pagjak agar memberikan kritik,
saran atau pendapat atau terkait dengan pungutan yang tidak dimengerti agara
untuk lebih meningkatkan kontrol publik salah satunya dengan penggunaan
kotak saran maupun melalui media website Daerah.

. Bagi pendliti selanjutnya, hendaknya meneliti secara lebih komplit yang tidak

diteliti pada pendlitian ini.
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